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BABI 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan dalam 

mengelola dokumen di dalam suatu instansi pemerintah. Sejumlah 

keputusan strategis mulai dari hal yang terkait kepegawalan, 

keuangan hingga perancangan alur kerja atau Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang ada di setiap unit kerja ditetapkan dengan 

dokumen hukum, baik berupa keputusan maupun peraturan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan sistem 

pengelolaan dokumen hukum yang dikelola oleh ASN di setiap 

instansi pemerintah. 

Pengelolaan dokumen hukum di unit Bagian Hukum 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dilakukan oleh 

ASN dengan jabatan Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum. 

Jabatan mi bertugas mulai dari pencatatan konsep dokumen hukum 

yang diajukan ke Bagian hukum, pemberian nomordokumen hukum, 

pencatatan dokumen hukum yang sudah diberi nomor dalam 

database, hingga melakukan digitalisasi dokumen hukum dan 

menggunggahnya ke dalam Jaringan Informasi dan Dokumentasi 

Hukum (JDIH). 

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pengelola 

Dokumen dan Informasi Hukum antara lain belum adanya digitalisasi 

pencatatan agenda surat, belum adanya info alur pembentukan 

Surat Keputusan (SK) dan pertimbangan hukum yang mudah 

dipahami dan menarik, dan belum adanya agenda Peraturan 

Sekretaris Jenderal pada Portal DPR RI. 

Isu utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum 

adanya info alur pembentukan Surat Keputusan (SK) dan 

pertimbangan hukum yang mudah dipahami dan menarik. SK adalah 

surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu 
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organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan 

organisasi atau lembaga tersebut. 

Pembentukan Surat Keputusan (SK) dilakukan berdasarkan 

ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 tahun 

2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Surat Keputusan di 

Iingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terdiri 

atas Keputusan DPR RI, Keputusan Pimpinan DPR RI, Keputusan 

Sekretaris Jenderal, dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. 

Untuk tahun 2018 Surat Keputusan yang diterbitkan berjumlah 4.963 

Surat Keputusan dengan rincian 53 SK DPR RI, 465 SK Pimpinan 

DPR RI, 3.076 SK Sekretaris Jenderal, 1369 SK Kuasa Pengguna 

Anggaran. 

Jumlah yang massif dalam SK mi menunjukan urgensi SK 

dalam tata organ isasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 

RI. Namun, unit pengusul sering kali kurang memahami tata cara 

atau alur yang benar dalam proses pengajuan 3K dan pertimbangan 

hukum. Tata cara pengajuan SK yang diatur dalam bentuk Peraturan 

Sekretaris Jenderal yang diuraikan dalam bentuk pasal per pasal 

sering kali menimbulkan kebingungan pada unit kerja. 

Pertimbangan hukum merupakan dokumen yang dibuat oleh 

Bagian Hukum yang berisi pendapat atau kajian hukum terkait suatu 

permasalahan. Pertimbangan hukum dibuat baik berdasarkan 

permintaan unit kerja maupun berdasarkan perkembangan 

permasalahan di Iingkungan DPR RI. Pengajuan Pertimbangan 

Hukum sementara mi masih sering menggunakan lisan, hal tersebut 

tidak sesual dengan prosedur atau SOP yang berlaku. 

Untuk meningkatkan pemahaman dan memudahkan unit 

kerja, serta untuk mewujudkan tata kelola pembentukan SK dan 

pertimbangan hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahllan DPR RI yang sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Nomor 20 tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, maka 



diperlukan "peningkatan Iayanan informasi bagian hukum meialui 

infografis pembentukan Surat Keputusan dan Pertimbangan 

Hukum ". 

B. DASARHUKUM 

Berikut adalah landasan hukum pelaksanaan Pelatihan Dasar Ca Ion 

Pegawai Negeri Sipil dan pembuatan rancangan Aktualisasi Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keshlian DPR RI Tahun 2019: 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037); 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga 

Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 162); 

Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pegembangan 

Kompetensi Pegawai Negeri Sipil; 

Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2018 tetang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 

Peraturan Kepala LAN Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rincian Biaya 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahilan DPR RI sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. 



:111 

PROFIL ORGANISASI 

A. VlSI DAN MISI BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT 

Dalam menjalankan tugasnya, suatu organisasi ataupun 

lembaga, memerlukan adanya vlsi dan misi untuk menjalankan 

seluruh kegiatan dalam organisasi atau lembaga tersebut. Visi dan 

misi tersebut dibuat tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai 

oleh masing-masing organisasi ataupun lembaga tersebut. Adapun 

vlsi dan misi dari Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, adalah 

sebagai berikut: 

Visi 

Terwujudnya Pertimbangan, bantuan, informasi hukum, serta 

Pengaduan masyarakat yang akuntabel dan efektif. 

Misi 

Mewujudkan pelayanan pertimbangan hukum berupa 

analisis hukum dan konsep pemecahan masalah hukum secara 

akuntabel dan tepat waktu. 

Mewujudkan hasil penanganan perkara di dalam maupun 

di luar pengadilan secara akuntabel dan tepat waktu. 

Mewujudkan rumusan produk hukum di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang 

akuntabel dan tepat waktu. 

Mewujudkan pelayanan informasi hukum yang akuntabel dan 

tepat waktu. 

Mewujudkan pemutakhiran status peraturan perundang-

undangan yang akuntabel dan tepat waktu. 

Mewujudkan 	Sistem Pengelolaan 	Sistem 	Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH). 

Mewujudkan kualitas hasil analisis pengaduan masyarakat yang 

tepat waktu dan akuntabel. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

( 	

t"  \ 

SUBBAGIAN 	 SUBBAGAN 	 SUBBAGIAN 

PERTIMBANGAN & 	PERUMUSAN 	DOKUMENTASI & 

ADVOKASI HLJKUM 	PRODIJK HUKUM 	INFORMA5I HUKUM 

Gambar 1 1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Pengaduan MasyaraKat 

JABATAN/RINCIAN TUGAS JABATAN PENGELOLA DOKUMEN 

DAN INFORMASI HUKUM 

Nama Jabatan 	 : Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum 

Kelompok Jabatan 	: Jabatan Pelaksana 

Urusan Pemerintah 	: Kesekretariatan 

Kode Jabatan  

JABATAN PELAKSANA 

IKHTISAR JABATAN 

Ikhtisar Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengkasifikasian 

Jabatan bahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan 

pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan 

lancar. 

Tabel 1. 1 Tabel Jabatan Pelaksana 
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Teknis 

Perumusan 2 Menyiapkan 2.1.mengumpulkan bahan referensi 

Produk bahan dan 	materi 	yang 	dibutuhkan 

Hukum perumusan untuk 	merumuskan 	produk 

produk hukum hukum; 

2.2.menjelaskan teknik dan prosedur 

perumusan produk hukum; 

2.3.menjelaskan 	materi 	produk 

hukum yang akan disusun; 

 Dokumentasi 2 Menyiapkan 2.1.mengumpulkan dokumentasi dan 

dan Informasi dokumentasi informasi 	hukum 	yang 	akan 

Hukum dan 	informasi dipublikasikan; 

hukum 2.2.melakukan 	input 	data 

dokumentasi 	dan 	informasi 

hukum; 

2.3.mendokumentasikan 	dokumen 

dan informasi hukum 

2.4. melakukan 	penelusu ran 

dokumentasi 	dan 	informasi 

hukum 	 yang 

dibutuhkan; 

2.5. mengkonfirmasi 	 data 

dokumentasi 	dan 	informasi 

hukum. 

 Pertimbangan 2 Menyiapkan 2. 1. menyiapkan 	bahan 	referensi 

dan Advokasi bahan referensi yang 	dibutuhkan 	untuk 

Hukum pertimbangan pemberian 	pertimbangan 	dan 

dan 	advokasi advokasi hukum 

hukum 2.2.melakukan 	penelusuran 	bahan 

referensi yang diperlukan untuk 

pemberian 	pertimbangan 	dan 

advokasi hukum; 
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2.3.meringkas bahan pertimbangan 

dan advokasi hukum; 

4. Analisis 2 Menyiapkan 2.1.meringkas 	isu 	permasalahan 

Hukum konsep analisis hukum; 

hukum 2.2. mengidentifikasi 	permasalahan 

hukum; 

2.3.mengumpulkan bahan referensi 

terkait 	dengan 	permasalahan 

hukum. 

5 SOP 2 Memahami 	isi 2.1.menjelaskan komponen di dalam 

dan bagan alir SOP; 

pekerjaan yang 2.2.menjelaskan 	bagan 	alir 

baku pekerjaan yang 	ada di dalam 

dokumen SOP; 

2.3.menterjemahkan 	kebutuhan 

aktivitas 	pekerjaan 	ke 	dalam 

bagan alir dan proses pekerjaan; 

2.4.mengkonfirmasi 	kesesualan 

proses 	operasi 	dengan 	tujuan 

yang diinginkan. 

6. Standar 2 Menyusun 2.1mengidentifikasi 	kebutuhan 

Pelayanan standar standar pelayanan; 

pelayanan 2.2. mendefinisikan 	standar 

pelayanan; 

2.3.menentukan aspek-aspek yang 

harus 	dipenuhi 	dalam 

memberikan pelayanan; 

2.4. menggambarkan 	proses 

pelayanan; 

2.5.menyebutkan 	standar 	mutu 

pelayanan. 
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2.6.menterjemahkan 	kebutuhan 

pemangku kepentingan ke dalam 

standar pelayanan; 

 Aplikasi 2 Mengetik 2.1.menuliskan dokumen sederhana 

Komputer dokumen, data, dengan 	menggunakan 	aplikasi 

dan 	materi pengolahan kata (misal word); 

paparan 2.2. membuat 	tabel 	sederhana 

dengan 	menggunakan 	aplikasi 

pengolah data (misal excel); 

2.3.mengetik materi paparan dengan 

menggunakan 	aplikasi 	power 

point. 

 Presentasi 2 Menggunakan 2.1.menggunakan 	alat 	bantu 

alat 	bantu presentasi 	untuk 	memudahkan 

untuk pemahaman topik; 

melakukan 2.2.menggunakan teknik presentasi, 

presentasi seperti artikulasi suara yang baik, 

yang 	lebih kontak mata; 

sesuai dengan 2.3.menyampaikan 	presentasi 

kebutuhan dengan lancar; 

Tabel 1. 2 Tabel Tugas dan Fungsi 

14 



BAB III 

RANCANGAN AKTUALISASI 

A. IDENTIFIKASI ISU 

1. Isu I: Belum adanya info alur Pembentukan Surat Keputusan (SK) 

dan Pertimbangan Hukum yang mudah dipahami dan menarik. 

Masalah: Untuk mewujudkan tata kelola pembentukan Pertimbangan 

Hukum dan Surat Keputusan SK dilingkungan Sekretariat Jenderat 

dan Badan Keahlian DPR RI yang sesuai dengan Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI, diperlukan pedoman tentang Alur 

Pembentukan Surat Keputusan yang dapat dijadikan rujukan dan 

acuan oleh unit pengusul Surat Keputusan dalam mengelola. 

Pertimbangan hukum merupakan dokumen yang dibuat oleh 

Bagian Hukum yang berisi pendapat atau kajian hukum terkait suatu 

permasalahan. Pertimbangan hukum dibuat baik berdasarkan 

permintaan unit kerja maupun berdasarkan perkembangan 

permasalahan di Iingkungan DPR RI. 

Seringnya muncul pertanyaan dari unit kenja terkait dengan 

mekanisme dan alur kerja pembentukan SK dan Pertimbangan 

Hukum, misalnya: 

apakah Konsep Surat Keputusan ditujukan kepada Kabag Hukum 

atau Karo Hukum dan Dumas 

Pengambilan Surat Keputusan (SK) yang sudah dikoreksi. 

Kop kertas yang digunakan untuk setiap jenis SK 

apa yang harus dilakukan setelah SK ditandatangani pejabat yang 

berwenang. 

Bagaimana cara mengajukan Pertimbangan Hukum. 

Apakah Pertimbangan Hukum dapat di buat oleh semua Unit yang 

ada di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR 

RI 

Penyebab: Di dalam proses pembentukan Pertimbangan Hukum dan 

Surat Keputusan (SK) sering kali terdapat beberapa unit pengusul 

yang kurang memahami tata cara atau alur yang benar sesuai dengan 
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Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2017, hal ml 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman unit kerja pengusul untuk 

membaca mekanisme pembentukan SK (Surat Keputusan) yang 

tercantum dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 tahun 2017 

Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahllan DPR RI. 

Unit kerja seringkali menyerahkan penugasan pembuatan SK 

hanya kepada satu orang dan kurangnya transfer knowledge yang 

dilakukan oleh unit kerja kepada staf yang diberi tugas untuk membuat 

SK, khususnya kepada staf baru di unit tersebut 

Sedangkan Pengajuan Pertimbangan Hukum yang ada di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

sementara mi masih sering menggunakan lisan, hal tersebut tidak 

sesual dengan prosedur atau SOP yang berlaku. 

Kondisi Yang di Harapkan : Adanya infografis yang Iebih mudah 

dibaca dan menarik secara visual diharapkan dapat menjadi media 

sosialisasi yang Iebih luas dan meningkatkan pemahaman untuk 

seluruh pegawai mengenai alur pembentukan pertimbangan hukum 

dan alur pembentukan Surat Keputusan (SK) sesuai dengan 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI. 

Dampak: Dampak dengan tidak adanya infografis ini, beberapa unit-

unit pengusul tidak mengetahui bagaimana alur pembentukan 

pertimbangan hukum dan alur pembentukan Surat Keputusan yang 

benar sesual Peraturan Sekretaris Jenderal No. 20 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahllan DPR RI. Seperti: 

Unit Pengusul masih bingung Konsep Surat Keputusan ditujukan 

kepada Kabag Hukum atau Karo Hukum dan Dumas 

Unit Pengusul masih belum mengerti mekanisme pengambilan 

Konsep Surat Keputusan yang sudah dikoreksi 
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3. Salahnya penulisan format nomor Surat Keputusan berdasarka 

en is nya 

Output : Infografis Alur Pembentukan Surat Keputusan (SK) dan 

Pertimbangan Hukum yang muncul di Portal (www. portal.dpr.go.id ) 

2. Isu II: Belum adanya Digitalisasi pencatatan agenda surat 

Masalah: Di dalam pencatatan agenda surat masuk dibagian hukum 

masih menggunakan buku agenda dengan cara menuliskan tanggal 

masuk, Perihal, dan unit pengusul secara manual. 

Belum terdapat mekanisme pencatatatan surat masuk selain 

produk hukum di Bagian Hukum. Surat masuk ml meliputi 

Undangan 

pemberitahuan atau surat edaran 

surat panggilan sidang dari pengadilan. 

Penyebab : Berdasarkan masalah diatas, Pencatatan agenda surat 

masuk masih banyak kendala disebabkan pencatatan masih 

menggunakan buku agenda dan kurangnya format dan sistem yang 

dibangun untuk pencatatan surat masuk yang ada di bagian hukum. 

Tugas utama Bagian Hukum adalah pembentukan produk 

hukum dan pertimbangan hukum, sehingga selama mi lebih berfokus 

melakukan pencatatan pada produk hukum dan kajian atau 

pertimbangan hukum yang masuk dan keluar dari Bagian Hukum. 

Kondisi yang diharapkan : Digitalisasi pencatatan agenda surat 

masuk yang ada di bagian hukum diharapkan untuk: 

memudahkan pencatatan 

Memudahkan dalam pencarian data jika dibutuhkan 

Mengamankan database yang ada 

Pencatatan menjadi Paper less 

Dampak: Dengan tidak adanya Digitalisasi pencatatan agenda surat 

masuk yang ada di bagian hukum Sehingga muncul dampak seperti: 

a. kehilangan database 
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pemborosan kertas 

pencarian data masih manual 

tidak tersusun dengan rapi. 

Output : Aplikasi pencatatan agenda surat masuk menggunakan 

microsoft access 

3. Isu III: Belum adanya Agenda Peraturan Sekretaris Jenderal pada 

Portal DPR RI 

Masalah : Pada pencatatan Agenda Konsep Peraturan Sekretaris 

Jenderal yang masuk di bagian hukum masih menggunakan aplikasi 

microsoft word dikomputer di bagian hukum yang masih banyak 

kendala. 

Penyebab : Belum adanya fasiitas pencatatan agenda Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI di website portal DPR RI 

Kondisi Yang Diharapkan : Dengan adanya Sub menu agenda 

pencatatan agenda Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI akan lebih 

memudahkan dalam pencatatan agenda dan database akan lebih 

aman dibanding menggunakan microsoft word 

Dampak : Dampak jika tidak ada fasilitas pencatatan agenda 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, yaitu 

Rawan terkena virus komputer. 

Rusaknya file agenda 

Rawan kehilangan data. 

Susahnya mengembangkan aplikasi yang ada di portal 

Output : Sub Menu Agenda Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 

yang di web Portal DPR RI https://jdih.dpr.go.id/ 

B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS 

Dari isu yang telah disebutkan sebelumnya, isu dikerucutkan 

menjadi satu isu yang paling prioritas dengan menggunakan metode 

USG (Urgency, Seriousness, Growth). 

label 3. Tabel Pemilihan Isu Prioritas 
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NILAI 
NO ISU TOTAL RANKING 

U S G  

1. Pembua tan Infografis Alur 
Pembentukan Surat 4 4 5 13 1 
Keputusan (SK) & 
Pertimbangan Hukum  

2. Digitalisasi pencatatan 3 4 3 10 2 
agenda surat masuk  

3. Pembuatan Agenda 
Peraturan Sekretaris 
Jenderal pada Portal DPR 
RI  

Keterangan: (skor antara 1-b) 

Penjelasan angka: 

• 1= sangat rendah pengaruhnya 

• 2= kurang berpengaruh 

• 3= cukup berpengaruh 

• 4= berpengaruh 

• 5= sangat besar pengaruhnya 

Keterangan huruf: 

• U= seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindak lanjuti 

• S= seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dampaknya 

• G= seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tidak ditangani 

Berdasarkan hasil analisis USG, maka hasil yang diambil adalah 

isu nomor 1 yang mendapatkan total nilai analisis 13 poin. Isu nomor 1 

yaitu Pembuatan Infografis Alur Pembentukan Surat Keputusan (SK). 

Jika dilihat dalam table USG, isu 1 memiliki nilai yang paling tinggi 

dimana isu tersebut mendesak dan serius untuk dibahas. Isu tersebut 

juga harus segera ditangani dan dicarikan solusinya supaya tidak 

semakin memburuk. 

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU 

Gagasan yang didapat clari Identifikasi isu dan "Belum adanya info 

alur pembentukan Pertimbangan Hukum dan Pembentukan Surat 
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Keputusan (SK) yang mudah dipahami dan menarik." Maka dibuatlah 

infografis tentang pembentukan Surat Keputusan yang menarik dan 

mudah dipahami, serta terinfokan secara transparansi dengan cara 

infografis diupload di portal (www. portal.dpr.go.id ) sehingga dalam 

aktualisasi mi penulis mengangkat judul "peningkatan Iayanan informasi 

bagian hukum melalui infografis pembentukan Surat Keputusan dan 

pertimbangan hukum". 
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D. RANCANGAN AKTUALISASI 

Unit Kerja : Bagian Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

Identifikasi Isu : 1. Belum adanya info alur Pembentukan Surat Keputusan (SK) dan Pertimbangan Hukum 

yang mudah dipahami dan menarik. 

Belum adanya Dig italisasi pencatatan agenda surat 

Belum adanya Agenda Peraturan Sekretaris Jenderal pada Portal DPR RI 

Isu yang Diangkat Pembuatan Infografis Alur Pembentukan Surat Keputusan (SK) dan Pertimbangan Hukum 

Gagasan Pemecahan Isu : Peningkatan Iayanan informasi bagian hukum melalui infografis pembentukan Surat Keputusan 
dan Pertimbangan Hukum 

.No. 	Kegiatan .jiip:rni 
I  

Pengajuan 	1.1. Pemparan 	rancangan 	1.1 Isu rancangan 	1.1 Akuntabilitas 	 • 	PenuVs 	ingin 1. 	Akuntabel 

Rancangan aktualisasi 	 aktualisasi 	 (tanggung jawab dalam 	mewujudkan dikaitkan dengan 

Aktualisasi 	1.2. diskusi dengan mentor 	1.2 Catatan 	 perancangan 	 informasi seluruh kegiatan 
dalam 	rangka 	Diskusi 	 aktualisasi) 	Penulis 	hukum 	yang diimana 	dalam 
merancang aktualisasi 	1.3 Lembar 	 sudah 	berakuntabilitas 	mudah melaksanakan 

1.3. Persetujuan Mentor 	Persetujuan 	dengan 	menunjukan 	dipahami. serangkaian 
Mentor 	 dokumen 	rancanqan 	a 	Mewujudkan kegiatan rencana 

aktuahsasi 	yang 	pelayanan aktualisasi 
akhirnya 	mendapat 	informasi secara 	jujur 
persetujuan dari mentor 	hukum 	yang sesuai 	denrian 
dan coach berupa form 	akuntabel dan 

peraturan 
persetujuan 	dengan 	tepat waktu . 
transparan perundang- 

1.2 Nasionalisme  undangan 	yang 
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i iFi .iiiiKegiatan 

Musyawaraah berlaku 	balk 
mencapai mufakat, sila terhadap 	atasan 
ke4 bagian 	yang 

1.3 Etika 	 Publik terkait, 	dan 
(menerapkan 	nilai 	nitai teman sejawat. 
etika 	yang 	santun 
dalam 	konsultasi 
dengan mentor) 

1.4 Komitmen Mutu 
Efektif 	& 	efisien 
meningkatkan 
pemahaman aktualisasi 

1.5 Anti Korupsi 
Disiplin waktu 

2. Pengumpulan Data 2.1. Melakukan 	Survel 2.1 	Kuisioner 2.1 Akuntabilitas • 	Mewujudkan dikegiatan mi harus 

tingkat 	pengetahuan 2.2 Peraturan tanggung jawab dalam pelayanan memiliki 	nilai 

unit 	pengusul 	tentang Sekretaris pengumpulan 	data informasi Integritas 

alur pembentukan Surat Jenderal No. pertanggung 	jawaban hukum yang dikarenakan dalam 

Keputusan 	(SK) 20 tahun secara 	lengkap 	dan akuntabel dan proses 

sebelum 	dibuatnya 2017 transparan tepatwaktu. pengumpulan data 
infografis. 2.3 Bahan 2.2 Nasionalisme penulis 	lebih 

2.2. Mengumpulkan 	data Desain, Dalam 	survel 	penulis mengutamakan 
alur pembentukan Surat contoh rnenghormati pendapat sikap kejujuran 

Keputusan 	(SK) 	yang mnfografis orang lain, sila kedua 
terdapat 	di 	Peraturan 2.4 Klasifikasi 2.3 Etika publik 
Sekretaris Jenderal No. Surat Menggunakan 	kata 
20 tahun 2017 Keputusan yang santun. 

2.3. Mencari 	bahan 	bahan 2.4 Komitmen Mutu 
untuk desain mnfografs  
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2 3 - 4 	 5 6 7 

2.4. 	Pengklasifikasian 	Surat Membuat 	kuesioner 
Keputusan yang efektif & efisien 

2.5 Anti Korupsi 
Disiplin waktu 

3 Desain 3.1 Mencari Ide Desain 3.4 Ide Desain 2.1 Akuntabilitas 1. 	Penulis 	ingin Integritas 	dalam 

3.2 Konsultasi 	Desain 	ke 3.5 Catatan Desain 	infografis yang mewujudkan melakukan 

Mentor Konsultasi dapat Seluruh rangkaian 

3.3 Mendesain 	Infografis 3.6 Desain dipertanggungjawabkan i nformasi hukum kegiatan 

Surat 	Keputusan 	dan Infografis Alur kebenaranya yang 	mudah rancangan 

Pertimbangan 	Hukum Pembentukan 2.2 Nasionalisme dipahami. aktualisasi mi 
dengan 	balk 	dan SK dan Pembuatan 	desain menunjukan 

menarik Pertimbangan yang 	menerima kejujuran dalam 
Hukum masukan pendapat dari tahapann 

orang lain kegiatannya 
2.3 Etika publik seperti 

Menerapkan kejujuran pengumpulan data 
2.4 Komitmen Mutu dengan tidak 

berinovasi melakukan tindak 
2.5 Anti Korupsi kecurangan atau 

Disiplin 	waktu 	saat melakukan 
konsultasi manipulasi data 

demi menghasilkan 
output yang 
diharapkan. 

4. Implementasi 4.1. Penjadwalan Rapat 4.1 Undangan 4.1 Akuntabilitas 1. 	Terwujudnya Profesional dinilai 

4.2. Berkoordinasi 	dengan Rapat Kejelasan Informasi koordinasi dari dari 	dalam 

unit BDTI (Bidang Data 5.2 Daftar Hadir 4.2 Nasionalisme unit lain yang rangkaian 	seluruh 

dan Teknik Informatika) Kegiatan Musyawarah Mufakat efektif kegiatan 	mi 

Rapat 4.3 Etika Publuk  kegiatan dilakukan 
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Kegiatan 

23 	 4 	 I 	 5 	 6 

4.3. 	Upload 	Infografis 	ke 5.3 Laporan 	I sopan santun & disiplin secara 

Portal 	DPR 	RI Singkat berkoordinasi dengan professional, 

(www.portal.dpr.go.id ) (LAPSING) unit BDTI efektif dan 	efisien 
5.4 Munculnya 4.4 Komitmen Mutu (upload serta 	dapat 

Fitur infografis di portal menghasilkan 
infografis alur merupakan penerapan output 	yang 	di 
pembentukan nilai efisien dan efektif) harapkan. 
Surat 4.5 Aneka Korupsi 
Keputusan Disiplin waktu koordinasi 

dengan BDTI 

5. Evaluasi uji publik 5.1. Melakukan 	testimoni 2.1 Video 6.1 Akuntabilitas Mewujudkan dikegiatan ini harus 

tingkat 	pengetahuan Testimoni Tanggung 	Jawab 	atas pelayanan informasi memiliki nilai 

unit 	pengusul 	tentang 2.2 Saran pemahaman stakeholder hukum yang Integritas 
alur pembentukan Surat 6.2 Nasional isme akuntabel dan tepat 

waktu. 
dikarenakan dalam 

Keputusan (SK) setelah Menerima dan menghargai proses testimoni 

melihat infografis yang masukan dari orang lain harus 

sudah dibuat 6.3 Etika Publik mengutamakan 

5.2. Mengevaluasi masukan Bersikap 	ramah 	dan sikap kejujuran 

dari Testimoni penerima santun 	meminta 	izin 
manfaat. testimoni 

6.4 Komitmen mutu 
Berinovasi dalam testimoni 
menggunakan video 

6.5 Anti Korupsi 
Disiplin waktu dan berani 
dalam meminta pendapa 

label 1. 3 label I-<ancangan AKtualisasi 
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PELAKSANAAN AKTUALISASI 

KEGIATAN NO TAHAPAN WAKTU STAKE BUKTI FISIK 
HOLDER  

- 	Pengajuan 1 Pemaparan rancangan 2 Oktober 2019 Bagian Hukum Isu Rancangan 

Rancangan aktualisasi Aktualisasi, foto, 

Aktualisasi ___________ Laporan Singkat 

2 Diskusi dengan mentor 8 Oktober 2019 Mentor Foto, Catatan 

dalam rangka merancang Diskusi 

aktualisasi  
3 Persetujuan mentor 8 Oktober 2019 Mentor Lembar 

Persetujuan 
Mentor 

Pengumpulan 1 Survei 9-11 Oktober2Ol9 Beberapa unit Screenshot 

Data di Iingkungan Kuisioner 
Setjen & BK Data hasil 
DPR RI Kuesioner, 

31aporan hasil 
Kuesioner, 

2 Mengumpulkan data alur 15 Oktober 2019 Mentor, Analis PERSEKJEN 

pembentukan SK & alur Hukum No.20 Tahun 

permohonan pertimbangan 2017, 

hukum SOP 

3 Megumpulkan Bahan 16 Oktober 2019 Penulis 1 Bahan Desain, 

Desain  _____________ 2 Screenshot 

4 Pengklasifikasian Surat 17 Oktober 2019 Penulis 1 Klasifikasi Surat 

Keputusan  _____________ Keputusan 

Desain 1 Mencari ide Desain 21-25 Oktober 2019 Mentor Konsep Desain 

2 Konsultasi Desain ke 21-25 Oktober 2019 Mentor Foto 

Mentor  
3 Mendesain Infografis 21-25 Oktober 2019 Penulis Foto, Infografis 

Implementasi 1 Penjadwaan Rapat 24 Oktober 2019 Penulis Undangan Rapat 

2 Berkoordinasi dengan BDTI 29 Oktober 2019 Unit BDTI Foto, Daftar Hadir 

Screenshot, 
Catatan Hasil 
Rapat 

3 Upload infografis ke Portal 30 Oktober 2019 Unit BDTI Nota Dinas, Foto, 
Screenshot, 
Munculnya fitur 
I nfog rafis 

Evaluasi Uji 1 Testimoni 1&4 November2019 Bagian Foto, Video 

Publik Administrasi Testimoni 
Keuangan  

2 Mengevaluasi masukan 5-6 November 2019 Stakeholder Saran 

Tabel 4. 1 Tabel Kegiatan 



A. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN 

Daam meningkatkan Iayanan informasi bagian hukum melalui infografis 

pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan Pertimbangan Hukum 

perlu dilakukan beberapa kegiatan untuk menunjang keberhasilan 

aktualisasi. Kegiatan tersebut sebagai berikut: 

A. KEGIATAN 1: PENGAJUAN RANCANGAN AKTUALISASI 

1.1. Pemaparan rancangan aktualisasi 

Pemaparan rancangan aktuaHsasi Bagian Hukum bertujuan 

untuk mendapatkan masukan dan arahan penyusunan Kegiatan 

aktualisasi diawali dengan melakukan pemaparan rancangan 

aktualisasi kepada kepala Bagian Hukum dan pegawal di unit Bagian 

Hukum yang didampingi mentor. Presentasi dilakukan guna 

melakukan penyusunan konsep aktualisasi dan mendapatkan 

masukan dari rekan di Bagian Hukum. Kegiatan mi dilaksanakan 

pada awal bulan Oktober di Ruang Rapat Bagian Hukum. 

Gambar 4.1 1 Pemaparan rancangan aktualisasi kepada Kepaa Bagian Hukum & Pegawai unit 
Bagian Hukum 

Dari hasil pernaparan rancangan aktualisasi, Kepala Bagian 

Hukum menyetujui kegiatan aktualisasi sekaligus membenikan 

semangat, saran dan arahan untuk membuat kegiatan aktualisasi 

dengan sebaik mungkin. Mentor dan rekan-rekan di Bagian Hukum 

juga membeni masukan untuk menyesuaikan infografis yang akan 
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dibuat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan 

SK dan permintaan kajian Pertimbangan Hukum/Lega/ 

Op/nion/Analisa Hukum. 
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Gambar 4.12 Laporan Singkat Pemaparan Rancangan Aktualisasi 

1.2. Diskusi dengan mentor dan Persetujuan Mentor 

Setelah memaparkan rancangan aktualisasi kepada kepala 

Bagian Hukum dan pegawai yang ada di unit Bagian Hukum, 

kemudian penulis melakukan diskusi dengan mentor untuk 

membahas masukan masukan yang diusulkan dari kepala bagian 

hukum dan pegawai pegawai yang ada di unit Bagian Hukum. 
It 	 I 

Gambar 4.13 Diskusi dengan Mentor 
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Setetah diskusi dengan mentor untuk membahas masukan 

masukan yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum serta pegawai-

pegawai bagian hukum, selanjutnya penulis meminta persetujuan 

mentor untuk melaksanakan kegiatan-kegiaatan untuk menunjang 

keberhasilan aktualisasi 

FORUL PRSEUJUAN MENTOR 
PADA TANAP LAPORAN AN3UAUSA$ 

Narna Per1a 

Unit Kerja 

.Ajrj Nra Rahman 

eagiar, -hkum 

Gaqacar. Pamc,'attaa Isu Pekatan Layaan informm 9aan Hukurn 

Aaak hraa P 	n1;an Sura }puNu.ar 

Dan Pnrnnian Petrnt,anar' Hkuni 

CMMn ert1Eiap Gagaaari 	ahan tsu 

(if9 

*-,-,-,.—".-*--, ' I." -. ,---"-.* ..,*  .... ..... ......... ..... . * 

....... 

—'.*---.-.--,----.....-* .... ............. 

,:•• 	 : 
......

i 

.........dat 

/EN1I-. 

Gambar 4.14 Formulir Persetujuan Mentor 

Rangkaian kegiatan pertama pelaksanaan Aktualisasi di 

minggu pertama habituasi mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS 

berupa ANEKA, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta 

menguatkan budaya organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI yaitu Religius, Akuntabet, Profesional dan 

tntegritas atau disingkat dengan RAPI. Nilai-nilai dasar tersebut 

dapat diuraikan sebagai 

Ak u nta b ii itas 

Kegiatan presentasi rancangan aktualisasi yang dilakukan Penulis 

merupakan implementasi dari nilai akuntabilitas. Melalui kegiatan 

tersebut, Penulis mampu memaparkan dan menunjukan dokumen 

rancangan aktualisasi yang telah disusun kepada kepala bagian 

hukum, mentor dan pegawai pegawai yang ada di unit bagian hukum. 
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Pemaparan 	konsep secara terbuka/transparan. 	mi juga 

mendapatkan kritik dan saran dari mentor dan rekan-rekan di Bagian 

Hukum. 

Nasionalisme 

Pemaparan aktualisasi mi mengandung nital nasionalisme yaitu 

penutis melakukan kegiatan pemaparan dengan musyawarah untuk 

mencapai mufakat sesuai dengan nilai pancasila yaitu sila keempat. 

Etika Publik 

Penulis menerapkan nilai-nilai etika yang baik seperti santun dalam 

melakukan pemaparan konsep aktualisasi dan ketika melakukan 

presentasi serta konsultasi kepada mentor. 

Komitmen Mutu 

Presentasi dilakukan untuk mendapatkan masukan dan saran dan 

mentor dan rekan kerja di Bagian Hukum agar infografis yang akan 

dibuat dapat meningkatkan kinerja di Bagian Hukum serta lebih 

efektif dan efisien untuk meningkatkan pemahaman pegawai di 

Iingkungan SETJEN dan BK terhadap alur pembentukan SK dan 

Permintaan Pertimbangan Hukum. 

Anti Korupsi: 

Penulis selalu merapkan disiplin waktu ketika mengadakan 

presentasi dan konsultasi, dan jujur dalam berpendapat 

Manajemen ASN: 

Menyampaikan kepada Mentor bahwa kegiatan aktualisasi ml 

merupakan bentuk dari peran ASN memberikan pelayanan publik 

yang profesional dan berkualitas. 

Religius: 

Meniatkan melaksanakan kegiatan sebagai ibadah. Memulai, 

melaksanakan, dan mengakhini kegiatan dengan berdoa. Ketika 

hendak memulai pembicaraan juga diawali dengan salam dan penuh 

hormat. Ketika selesai berkonsultasi mengucapkan tenima kasih dan 

salam. 

Profesional: 

Menggunakan kompetensi dan keterampilan berkomunikasi dengan 

Mentor dan rekan kenja yang lain. 

PAC 



Integritas: 

Berkomitmen membuat Infografis Pembentukan Surat Keputusan 

(SK) dan Pertimbangan Hukum yang mudah dimengerti dan tepat 

guna, serta dapat meningkatkan efisiensi kinerja di Bagian Hukum. 

B. KEGIATAN 2 : PENGUMPULAN DATA 

2.1 SURVEI 

Pada tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data 

dengan mengedarkan kuesioner. Survei ini dilakukan guna 

mengetahui tingkat pengetahuan pegawai di Lingkungan Sekretariat 

Jenderal dan BK DPR RI dalam prosedur pembentukan SK dan 

permohonan kajian hukum. 

Konsep awal yang dibuat Penulis, kuesioner diedarkan 

kepada Biro/Pusat di Iingkungan Setjen dan BK dengan 

menggunakan Nota Dinas. Kuesioner terdiri dari 5 pertanyaan, yaitu: 

K U ES (ONE R 

Kueioner clan 8,ro Nukurr, dan PcRIaduan Manyarala? amok rrwnelahai tinkaT pentOtwan 

ualt-uOIl POOR ado cl kungan 5nkrecarIat lcndrol On Radon Reahlon DPR Ri Rinionp Onelim 

penokeniador KCputaan lion Permohonan Pelionpan Hukum. Muhan ckm 'ngon nu' lion .nbenor 

benarrmu. 

NAMA; 	 UNIT; 

• PdIht'h V.010k uat. pwo&cr anp oclo ?x,lio niap pnrtcnynm, okngu,, ,ne,nben ,V.clCUng 

E p000 klilD,njoOncLlInl yli09 tfmVIdtl 

3 Apikak sauzlara rner,eetahui pnoleliur 	loRan Vpuloan dyi pengojaan PeenRanRan 

HuRon, hcnjip penndatartgonam Kepolusar? 

VA 	TOAKO RAliLL.RAGUj 

3. Apkh naudara nrc -noR rbar.n Peratwan Sc-4,retarc-. JerM4 No. 30 loRun 307 tnntanp 

Pcdomacn Re Jerliulan P1DdcIR Ilkun, iekletanol )nrcdkral lion Ban kehIcn DPR RI? 

VA 	11)41. [] RAWRAC.0 
 E 

3. Apokob uaoliara pernat 	•Roro SOP ptankepaiusan? 

VAfl TICIAkE  RAGU  RRGUE 

I ApakaR c-.li004ro meetoRa- p,mnekcr Pr ,TcoRcnnan P mRan4on Hcckucn? 

V.A 	TIDAK E RAGLkR.AGU  LI] 
I. ApOkob saudara pkrdoh p Rota SOP permnlxman PertmwrVn Han urn? 

VA 
ID 

 TIDAK 0 RA6& RAGU LI 

uTRRIMAKASIH 

MtcAon eRkt'nrbpiAor, Re Bra- Huku, tron Peir goduon Mvrokor 

Gambar 4.2 1 Konsep awal kuesioner 
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Penulis kemudian melakukan diskusi bersama Mentor dan 

rekan-rekan di Bagian Hukum mengenal rancangan kuesioner yang 

telah dibuat Penulis. Berdasarkan saran dan masukan dari mentor 

dan rekan-rekan di Bagian Hukum, disepakati menambah 1 (satu) 

pertanyaan dan kolom saran mengenai kebutuhan pegawai akan 

adanya infografis. Sistem kuesioner yang pada awalnya dibuat 

secara manual kemudian diubah menjadi digital atau E-

Questionnaree dengan menggunakan fitur google form. Hal mi 

dilakukan untuk menghemat waktu, paperless, dan memudahkan 

Penulis untuk melakukan penghitungan serta analisis data. 

Kuesioner berisi 6 (enam) pertanyaan dengan poin pilihan dan 

memasukkan kolom untuk saran. Fertanyaan kuesioner meliputi: 

Apakah saudara mengetahui prosedur pernbentukan Surat 

Keputusan (SK) dari pengajuan Pertimbangan Hukum (Koreksi) 

hingga tahap penandatanganan Surat Keputusan? 

Apakah saudara pernah membaca Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR RI No. 20 Tahun 2017 tentang Pedonian Pembentukan 

Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keah!ian DPR RI? 

Apakah saudara pernah membaca Standar Operasional Prosedur 

(SOP) pembentukan Surat Keputusan (SK)? 

Apakah 	saudara 	mengetahui 	prosedur 	permohonan 

Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum? 

Apakah saudara pernah membaca Standar Operasional Prosedur 

(SOP) permohonan Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa 

Hukum? 

Apakah saudara membutuhkan informasi mengenai prosedur 

Pembentukan Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan 

Hukurn/Legal Opinion/Analisa Hukum dalam bentuk visual yang 

men a ri k? 

Saran 
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E-Questionnaire dibuat dengan menggunakan fitur yang ada di 

Google yaitu Google Form. Untuk Iebih jelasnya tampilan E-

Questionnaree dapat dilihat dilampiran 

PEN1ADUAN MASYRAKAJ 

TENTANG T!NGKAT PENGETAHUAN 

PROSEDUR PEMBENTUKAN SURAT 

KEPUTUSAN (SK) DAN 

PERMOHONAN PERTIMBANGAN 

HUKUM/LEGAL OPINION/ANALISA 

HUKUM 

Gambczr 4.22 E-Questionnaree 

E-Questionnaire diedarkan melalui aplikasi Whatsapp penulis. 

Penyebaran kuesioner dilakukan pada minggu kedua bulan 

Oktober. Kuesioner diisi oleh 100 responden yang merupakan 

pegawai di Iingkungan Setjen dan BK DPR RI. Responden berasal 

dan 4 (empat) unit Eselon 1 di Iingkungan Setjen dan BK DPR RI, 

yaitu Deputi Administrasi, Deputi Persidangan, Inspektur Utama, 

dan Badan Keahlian. 

Terdapatjuga 17 (tujuh belas) dari 20 (dua puluh) unit Eselon II yang 

ada di Iingkungan Setjen dan BK DPR RI yang turut mengisi survei 

ini. Berdasarkan penyebaran tersebut, Penulis dapat menyimpulkan 

bahwa hasil survei yang dilakukan menunjukkan adanya kebutuhan 

infografis pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan 

Pertimbangan Hukum di Iingkungan Setjen dan BK DPR RI. Data 

Iebih Ienhkapnya dapat dilihat di lampiran. 
NO 	 NAMA 	 UNIT --. 

- 	-T- 
	

-!- 
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fon 	 IOl!6UCIC. INS CISyC, .01., SOP p.45501& 
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2 	 IMo,n; 5.1,6 51101 
- 
Y. 

- 
V. 	 I 	Y. 	 0150 

- 
1.70.26 ntIoV'UDVS III S 1,501101510 

V 	 .l1 	 JF100ZII 1,0.1 1oRn1 Old., 	 Sn.,  
C 	014,0 Hang SlIrSIanIl 60101 	 VI V. 	 Vs 	V. 0o.6Sl1,,J., 

P 	MoVsn,sd Sisnln 1501, 	 00.. 1,111 	 1011 	 1.1., 

I 	1060,10,0000,51055 
'ff'"01 	

P. UOI9VI'. 	ISssn 	1.1.,; 
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POICEGARA 

0,15.l Isoll010 110.1 r.,.. 

 

5001,1 	 01505 

r,031 1,0., 	I VU., SC., 
Son, 6311 	 T,la, lOs, 	 1550, 1,Oso 

I lOsoP In DV5C.0000  

II Ton,Soton, 6.6snLsyanaVPdoosn V. nonng.4LnI ,, 

I 
5150 

! 
TO.. 	 Vs 

OnIon. p7000019101 V 025 bIgot 525113526 03,01 

5,12550,5, lIn02os apa.s.03.00, 
I I ! k-Ans9; dl' 200020,0; 016,, h,nnr V. dedalon. 

0] 1 JnIs15C.op 	 d0.I0556 

Gambar 4.2 3 Tampilan hasil E-Questionnaire dengan menggunakan Google Form 
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Data yang diperoleh dari kuesioner yang diedarkan adalah sebagal 

berikut - 

HASIL KUESIONER 

iYA m MUNGKIN •TIDAK 

Gambar 4.2 4 Chart hasi E-Questionnaire 

Berdasarkan grafik hasil kuesioner diatas dapat diuraikan sebagal berikut: 

1. PERTANYAAN: 'Apakah saudara mengetahui prosedur pembentukan 

Surat Keputusan (SK) dari pengajuan Pertimbangan Hukum (Koreksi) 

hingga tahap penandatanganan Surat Keputusan?" 

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 41 

(empat puluh satu) responden yang mengetahui prosedur pembentukan 

SK dan 46 (empat puluh enam) responden yang tidak mengetahui 

prosedur pembentukan SK, serta 13 (tigabelas) responden menjawab 

"mungkin", seperti tabel dibawah mi. 

VA MUNGKIN TIDAK 

Tabe! 4.2. 1 label hasil kueshoner 1 

Jadi sebanyak 46% responden menyatakan tidak mengetahui prosedur 

pembentukan Surat Keputusan (SK) dari pengajuan Pertimbangan 

Hukum (Koreksi) hingga tahap penandatanganan Surat Keputusan. 

33 



PERTANYAAN: Apakah saudara pernah membaca Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahljan 

DPR RI? 

Dari 100 (seratus) (seratus) responden yang mengsi kuesioner terdapat 

31 (tiga puluh satu) responden yang pernah membaca Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI (Persekjen) Nomor 20 Tahun 2017 dan 47 

(empat puluh tujuh) responden yang pernah membaca Persekjen Nomor 

20 Tahun 2017, serta 22 (dua puluh dua) responden menjawab 

"mungkin", seperti tabel dibawah mi. 

YA MUNGKUN TIDAK 

label 4.2. 2 Tabel hasil kuesioner 2 

Jadi sebanyak 31% responden tidak pernah membaca Persekjen Nomor 

20 Tahun 2017 tentang Pedornan Pembentukan Produk Hukum 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Hasil survei ml sesuai 

dengan permasalahan yang Penulis uraikan pada awal penyusunan 

konsep aktualisasi, yaitu kurangnya minat baca pegawai di Iingkungan 

Setjen dan BK tentang Peraturan Sekretaris Jenderal. 

PERTANYAAN: Apakah saudara pernah membaca Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pembentukan Surat Keputusan (SK)? 

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 20 (dua 

puluh) responden yang mengetahui SOP pembentukan SK dan 63 

(enam puluh tiga) responden yang tidak mengetahui SOP pembentukan 

SK, serta 17 (tujuh belas) responden menjawab 'mungkin", seperti tabel 

dibawah mi. 
YA 	[IJ[cj4I 

20 	 17 	 63 

Tabel 4.2. 3 Tabel hasil kuesioner 3 
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Jadi sebanyak 63% responden menyatakan tidak pernah membaca 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan Surat Keputusan 

(SK). 

PERTANYAAN: Apakah saudara mengetahui prosedur permohonan 

Pertimbangan H ukum/Legal OpinionlAnaUsa Hukum? 

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesionerterdapat 17 (tujuh 

betas) responden yang mengetahui prosedur permohonan Pertimbangan 

Hukum/Lega! OpinionlAnalisa Hukum dan 68 (enam puluh delapan) 

responden yang tidak mengetahui prosedur permohonan Pertimbangan 

Hukum/Lega/ OpinionlAnalisa Hukum, serta 14 (empat betas) responden 

menjawab 'mungkin", seperti tabel dibawah ini. 

VA MUNGKIN - TIDAK 

p 

Tabel 4.2. 4 Tabel hasil kuesioner 4 

Jadi sebanyak 68% responden menyatakan tidak pernah membaca 

Standar Operasional Prosedur (SOP) pembentukan Surat Keputusan 

(SK). 

PERTANYAAN: Apakah saudara pernah menibaca Standar 

Operasional Prosedur (SOP) permohonan Pertimbangan Hukum/Legal 

OpinionlAnalisa Hukum? 

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 11 

(sebelas) responden yang mengetahui SOP permohonan Pertimbangan 

Hukum/Legal Op/n/on/Analisa Hukum dan 74 (tujuh puluh empat) 

responden yang tidak mengetahui SOP permohonan Pertimbangan 

HukumlLegal Op/n/on/Analisa Hukum, serta 14 (empat betas) responden 

menjawab "mungkin", seperti tabel dibawah mi. 

VA MUNGKIN TIDAK 

label 4.2. 5 Tabel hasil kuesioner 5 
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Jadi sebanyak 74% responden menyatakan tidak pernah membaca 

Standar Operasional Prosedur (SOP) permohonan Pertimbangan 

Hukum/Lega/ OpinionlAnalisa Hukum. 

6. PERTANYAAN: Apakah saudara membutuhkan informasi mengenai 

prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan 

Hukum/Legal Opinion/Analisa Hukum dalam bentuk visual yang 

menarik? 

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 89 

(delapan puluh sembilan) responden yang membutuhkan informasi 

mengenai prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & 

Pertimbangan Hukum/Lega/ OpinionlAnalisa Hukum dalam bentuk visual 

yang nienarik dan 2 (dua) responden yang tidak membutuhkan informasi 

mengenai prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & 

Pertimbangan HukumlLegal OpinionlAnalisa Hukum dalam bentuk visual 

yang menarik, serta 8 (delapan) responden menjawab 'mungkin", seperti 

tabel dibawah ml. 

YA MUNGKIN TIDAK 

Tabel 4.2. 6 Tab& hsiI kuesioner 6 

Jadi sebanyak 89% responden menyatakan membutuhkan informasi 

mengenai prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & 

Pertimbangan Hukum/Lega/ OpinionlAnalisa Hukum dalam bentuk visual 

yang menarik. Hal ml dapat diartikan bahwa pegawal di lingkungan 

SETJEN dan BK menyadari bahwa pengetahuan tentang prosedur 

pembuatan SK dan kajian merupakan hal yang penting. 

Berdasarkan hasil survei tentang prosedur pembuatan SK dan 

Pertimbangan Hukum/Legal Opin/on/Analisa Hukum serta permintaan 
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untuk membuat infografis, terdapat beberapa saran yang disampaikan 

responden untuk penulis sebagai berikut: 

a. Perlu adanya sosialisasi lebih banyak terkait SOP yang ada di 

Iingkungan Sekjen dan BK DPR RI 

h. Perlu dibuatnya infografis alur SOP yang menarik agar lebih 

mudah dipahami 

c. Ditambahkan dengan audio visual yang lebih menarik sehingga 

mudah diserap dan diingat. 

J. Kuisioner yg diadakan ml cukup bagus, diharapkan dapat 

membantu Biro Hukum dalam tahap awal memberikan informasi 

dan sosialisasi produk hukum ke depannya. 

menanipilkan informasi mengenai prosedur Pembentukan Surat 

Keputusan (SK) & Pertimbangan Hukum/Legal OpinionfAnalisa 

Hukum dalam bentuk visual yang menarik, agar mudah dipahami 

semua kalangan 

artikel artikel terkait prosedur tersebut juga masih susah dicari di 

alat pencapaian ataupun website resmi dpr jadi untuk 

menyampaikannya dengan visual menarik merupakan ide yang 

sangat baik dengan memanfaatkan sebagai media social seperti 

Facebook, Instagram Dan YouTube pastinya informasi tersebut 

akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara ekstensif 

Dengan begitu pihak DPR RI dapat melaksanakan tugas sebagai 

parlemen modern yang akutabel serta informatif. 

Berdasarkan hasil survel, mayoritas responden menyatakan 

tidak mengetahui prosedur pembentukan Surat Keputusan dan 

Pertimbangan Hukum/Lega! Opinion/Analisa Hukum. Sebagian 

besar responden pun menyatakan belum pernah membaca 

SOP. Dalam kolom saran, saran yang diberikan oleh responden 

cukup bervariasi. 

Dari pertanyaan survei yang diajukan penulis diketahui bahwa 

pegawal/pejabat di lingkungan Sekretaniat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI terdapat kebutuhan infografis tentang Surat 

Keputusan dan Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa 

Hukum yang menanik dan mudah dipahami. 
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2.2 Mengumpulkan data alur pembentukan SK dan atur 

permohonan pertimbangan hukum 

Prosedur atau alur pembuatan Surat Keputusan dan 

permohonan pertimbangan hukum pada dasarnya diatur dalam 

persekjen no. 20/2017. Peraturan mi kemudian dituangkan dalam 

bentuk SOP. SOP pembentukan SK dapat terlihat dalam gambar 

berikut: 
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Gambar4.2 5 PERSEKJEN 

SOP pembentukan Surat Keputusan sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 6 SOP Pembentukan SK 



Untuk permohonan pertimbangan hukum kajian, SOP-nya 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 7 SOP Permintaan Pertimbangan Hukum 

Untuk lebih jelasnya Peraturan Sekretaris Jenderal, SOP 

Pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan Pertimbangan 

Hukum dapat dilihat dilampiran 

2.3 Mengumpulkan Bahan Desain 

Poin utama dari infografis adalah penyampalan informasi yang 

mudah dipahami dan grafis atau desain yang menarik. Penulis 

membuat desain infografis berdasarkan hasil konsultasi dengan 

Mentor. Aplikash yang digunakan adalah Corel Draw versi X5 karena 

Aplikasi ini memiliki banyak fitur untuk mendesain dan tersedianya 

template-template desain di website secara gratis. 

Gambar 4.2 8 Corel Draw 
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Untuk membuat desain yang menarik, termasuk ornamen 

pendukungnya, Penulis melakukan pengumpulan bahan desain. 

Materi desain didapatkan dari website wwwfreepik.com  dan 

www.aII-free-download.com  Bahan desain akan digunakan untuk 

mendukung tampilan infografis agar Iebih menanik dan Iebih mudah 

dipahami 

Gambar 4.2 9 Vebsite Dahar desatrt freepik 

'a 	 , E 

All-free-download .com 
Best free download resource for des,aners 

We are creating many vector designs in our studio (BSGStudio). The new designs will be published daily. 

Desriers are welcome to 	 your design and gel backlink. buy commercial button, donate button see example 

Dont waste your design worir please share it to the world 

Woman day I Autumn I Summer  I Spring I Beach I Background 12019 1 Halioween I Winter I Christmas I Black friday 18 march womens 

day 

Coliect with : [ Facebook I Q GoogtE-To Upload your design 

C 

Gambar 4.2 10 Website bahan desain allfreedcv ',]oai 

Fenulis mengumpulkan beberapa contoh desain bagan alur 

yang dapat menjadi referensi datam membuat desain infografis. 
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Gambar 4.2 11 Kegiatan mencari bahan desain 

2.4 Pengklasifikasian Surat Keputusan 

Tahap Pengklasifikasian surat keputusan dilakukan untuk 

memudahkan penulis untuk mengetahui batasan surat keputusan 

yang akan dibuat infografis. Kiasifikasi Surat Keputusan sebagal 

berikut 

Kiasifikasi Surat Keputusan 

Surat 	Keputusan Surat 	Keputusan Surat 	Keputusan 

Dewan 	Perwakilan Sekretaris Jendereal Kuasa 	Pengguna 

Rakyat (DPR) (SEKJEN) Anggaran (KPA) 

Tabel 4.2. 7 Klasifikasi 5K 

Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data mi mengandung 

nilai-nilai dasar PNS berupa ANEKA, kedudukan dan peran PNS 

daam NKRI, serta menguatkan budaya organisasi berupa RAPI. 

Penjelasannya sebagai berikut: 

Ak u nta bi I itas 

Penuhs menerapkan nhlai akuntabilitas dengan cara mengumpulkan 

data survei yang diisi oleh pegawai di Iingkungan Setjen dan BK 

secara transparansi dan kejelasan saat melaporkan hasil survei. OIeh 

karena itu, hasil survei dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. 
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N as io nails me 

Kuesioner diedarkan kepada pegawai di tingkungan setjen dan bk 

tanpa membedakan pangkat dan jabatan. Hal mi dilakukan sebagai 

perwujudan niIai persamaan derajat pegawai, serta menghormati dan 

menjunjung tinggi setiap pendapat yang berbeda sesuai dengan nhlal 

pancasila yaitu sila kedua. 

Etika Pubiik 

Menggunakan kalimat yang santun dalam membuat kuesioner, 

menghargai setiap perbedaan pendapat, rnenerima saran dan kritik 

secara lapang dada dan berperilaku yang sopan. 

Komitmen Mutu 

Hasil kuesioner digunakan sebagai dasar analisis kebutuhan pegawai 

di Iingkungan SETJEN dan BK DPR RI agar infografis yang dibuat 

efektif sesuai dengan kebutuhan pegawai dan sesuai dengan SOP. 

Anti Korupsi: 

Disiplin waktu ketika melakukan penyebaran kuesioner, pengumpulan 

data, dan membuat analisis hasil kuesioner. 

Manajemen ASN: 

Infografis ml merupakan upaya peningkatan kapasitas dan 

kemampuan pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Dengan 

adanya peningkatan kapasitas, diharapkan meningkatnya sumber 

daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan 

perkembangan jaman. 

Whole of Government: 

Dalam kegiatan ini memerlukan partisipasi dari unit kerja lain yang ada 

di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 

Pelayanan PubIlk: 

Pengumpulan data dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dan 

saran dari publik, dalam hal mi unit kerja lain, terhadap kinerja Bagian 

Hukum. Hasil kuesioner digunakan untuk meningkatkan pelayanan 

publik yang dilakukan Bagian Hukum. 
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Religius: 

Meniatkan melaksanakan kegiatan sebagai ibadah. Ketika hendak 

memulai pembicaraan juga diawali dengan salam dan penuh hormat. 

Ketika selesai berkonsultasi mengucapkan terima kasih dan salam. 

Profesional: 

Menggunakan kompetensi dan keterampilan Penulis dalam bidang 

komputer untuk membuat kuesioner secara online dan melakukan 

pengolahan data hasil survei. 

Integritas: 

Berkomitmen membuat Infografis Pembentukan Surat Keputusan 

(SK) dan Pertimbangan Hukum yang mudah dimengerti dan tepat 

guna, serta dapat meningkatkan efisiensi kinerja di Bagian Hukum. 

C. KEGIATAN 3: DESAIN 

3.1. Mencari ide Desain 

Tahapan ml penulis mencari ide desain dengan membuat 2 

konsep alur prosedur pembentukan SK dan 2 konsep desain 

Permohonan Kajian Pertimbangan Hukum. 4 konsep desain tersebut 

digunakan untuk mempermudah penulis untuk mengkonsultasikan 

desain kepada mentor, Kepala Bagian Hukum, dan Pegawal-

pegawai di Bagian Hukum. 

Konsep pertama yang dibuat oleh penulis yaitu konsep 

Pembentukan surat Keputusan. Kosnep tersebut sebagai berikut: 

Konsep infografis pembentukan Surat Keputusan 1 

- - 

,>>,, 

........... 

Gambar 4.3 1 Konsep Pembentukan Surat Keputusan 1 
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Konsep infografis pembentukan Surat Keputusan 2 

, y . 

,• 	 o. 
*400/ 

IxyT 

. - 

Gambar4,3 2 Konsep Pembentukan Surat Keputusan 2 

Konsep infografis Pe rmintaan Pertimbangan Hukum 1 

INFOGRARS 
PERMINTMN 	 fp 

HUKUM 

Gambar 4.3 3 Konsep Permntaan Pertimbangan 1-tukum 1 

Konsep infografis Permintaan Pertimbangan Hukum 2 

I:l 

Gambar 4.34 Konsep Permintaan Pertimbangan Hukum 2 

Untuk Iebih jelasnya konsep infografis pembentukan Surat 

Keputusan dan Permintaa Pertimbangan Hukum dapat dilihat 

d lam p iran 
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3.2. Konsultasi Desain ke Mentor 

Infografis alur pembentukan SK dan alur permohonan 

pertimbangan hukum dibuat dengan prinsip harus sesual dengan 

persekjen 20 dan SOP tetapi dikemas dalam bentuk yang lebih 

sederhana dan menarik. Penulis telah membuat 2 Konsep desain 

bagan alur yang dapat digunakan untuk membuat infografis. 

Penulis mengonsultasikan konsep desain yang telah dibuat 

sebelumnya kepada Mentor untuk mendapat masukan. Mentor 

meniberikan saran untuk menambahkan detail keterangan untuk 

riernudahkan orang yang membaca infografis. 

Gambar 4.3 5 Kegatan konsultasi desain kepada mentor 

3.3. Mendesain Infografis 

Dalam proses mendesain infografis, Penulis juga melakukan 

konsultasi dengan Mentor, Kepala Bagian Hukum, dan meminta 

masukan kepada rekan-rekan di Bagian Hukum. Desain infografis 

dibuat sederhana dengan tidak terlalu banyak menambahkan 

ornamen gambar. Detail keterangan proses ditambahkan sesuai 

dengan arahan Mentor. 
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Desain infografis juga dipresentasikan kepada Kepala Bagian 

1-ukum dan rekan-rekan di Bagian Hukum untuk mendapatkan 

masukan. Penulis mendapatkan masukan terkait visual infografis, 

Gambar4.3 6 Kegiatan konsultasi desain kepada Kepala Bagian Hukurn dan rekan rekan 

Gambar 4.3 7 Kegiatan konsultasi desain rekan kerja Bagian Hukum 

Kegiatan mendesain infografis penulis mengembangkan dari 2 

konsep desain yang sudah diskusikan kepada mentor, Kepala 

Bagian Hukum, dan Pegawai-pegawai Bagian Hukum untuk di 

finalisasi. Berikut desain infografis yang tersebut: 

M. 



a. Infografis Pembentukan Surat Keputusan 

ii1• I 
- 	

- 

0 

: 	o 
rip 

p.' 	 4 

o 	.• 	 0 

Gambar4.3 8 Infografis Pembentukan Surat Keputusan 

b. Desain 	Infografis 	Permintaan 	Pertirnbangan 

Hukum/Lega/ Opnion/Analisa Hukum 

INFUBRAAS PERMINTAiIN 
1 

H U K U -7  fl M /3/I/n/i Innguu3 

jicnibu.i: ho/a Olnas kepada KARO/IIA/tiS 

Pnnmo/ionon Pnrombonran  Hokoin/ 

- 	 hill' Dprnion/,rioiiflHukuiii 

331/1K/1PUSp mpoikan 

p/goHuHuMrniob 

4hI• 

- 	 ---, 

'n 
lop daia dokunp Iong3ia Iii 3 	Kuiun/Porrinbnngon 	 33 ukoin 

dsonohkuii nponln KEPHIA h/RD IIUIWM 
- Do/on ho/dam dakuny UdaR ivVkop. in/uI 	di IundolanganiselaiiJutnya 

3/nil Pnnpapo! u;di nplanpkopi. dioiornpoikan ka3uodo I/OAOP/UilIr Pongono3 

rpoIoJu}IARO/IlAPUSpnflpiouI 

Gambar 4.3 9 lnfografis Permintaan Pertirnbangan Hukum/Lega! Opnion/Analisa Hukum 
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Pelaksanaan kegiatan desain ml mengandung nhlai-nilai dasar 

PNS berupa ANEKA, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta 

menguatkan budaya organisasi berupa RAPI. Penjelasannya 

sebagai berikut: 

Akuntabilitas 

Desain mnfografis yang dibuat merupakan desain yang dapat 

dipertanggungjawabkan karena bukan merupakan desain yang 

plagiat. Desain infografis juga dibuat dengan hasil konsultasi dan 

koordinasi dengan mentor dan rekan kerja yang lain. 

Nasionalisme 

Pelaksanaan kegiatan pembuatan desain mi menerapkan nilai tidak 

memaksakan kehendak atau ide pribadi, mengutamakan 

musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan 

bersama dan menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan 

yang dicapai sebagai hasil musyawarah sesuai dengan nilal 

pancasila yaitu sila keempat.. 

Etika Publik 

Penulis menerapkan nilai-nilai etika yang balk denngan jujur dalam 

melakukan pemaparan perkembangan desain infografis dan 

konsultasi dengan mentor serta dengan rekan kerja yang lain. 

Komitmen Mutu 

Penulis melakukan inovasi dalam membuat desain infografis. 

Anti Korupsi 

Disiplin waktu ketika mengadakan presentasi dan konsultasi, dan 

jujur dalam berpendapat 

Manajemen ASN: 

Menyampaikan kepada Mentor bahwa kegiatan aktualisasi ini 

merupakan bentuk dari peran ASN membenikan pelayanan publik 

yang profesional dan berkualitas. 



Whole of Government: 

Mengkonsultasikan kepada Mentor bahwa Rancangan Aktualisasi mi 

memerlukan koordinasi dengan unit kerja lain dan implementasi dan 

infografis mi bermanfaat bagi unit kerja yang lain. 

Pelayanan Publik: 

Menyampaikan kepada Mentor bahwa Rancangan Aktualisasi mi 

sesuai dengan prinsip aksesibel yang merupakan salah satu prinsip 

pelayanan publik yang prima. 

Religius: 

Meniatkan melaksanakan kegiatan sebagai ibadah. Memulai, 

melaksanakan, dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Ketika 

hendak memulai pembicaraan juga diawali dengan salam dan penuh 

hormat. Ketika selesai berkonsultasi mengucapkan terima kasih dan 

salam. 

Profesional: 

Menggunakan kompetensi dan keterampilan berkomunikasi dengan 

Mentor dan rekan kerja yang lain. 

Integritas: 

Berkomitmen membuat Infografis Pembentukan Surat Keputusan 

(SK) dan Pertimbangan Hukum yang mudah dimengerti dan tepat 

guna, serta dapat meningkatkan efisiensi kinerja di Bagian Hukum. 
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D. KEGIATAN 4: IMPLEMENTASI 

4.1. Penjadwalan Rapat 

Infografis alur pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan 

Pertimbangan Hukum akan dipublikasikan melalui laman 

portal.dpr.go.id  yang merupakan portal pegawai Setjen dan BK DPR 

RI. Unggahan ke laman Portal dilakukan agar memudahkan pegawal 

di lingkungan Setjen dan BK DPR RI untuk melakukan akses 

infografis. 
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Gambar 4.4 1 Tampilan Portal Setjen DPR RI 

Untuk melakukan unggahan di Portal, diperlukan koordinasi 

dengan Bidang Data dan Teknologi tnformasi (BDTI) Setjen dan BK 

DPR RI sebagai unit pengelola Portal. Selain itu, juga perlu 

membahas sistem penampilan infografis di portal. Untuk melakukan 

koordinasi, perlu dilakukan rapat yang dijadwalkan dan 

diselenggarakan pada minggu kelima bulan Oktober tepatnya pada 

anggal 29 Oktober 2019. 
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Gambar 4.4 2 Undangan Rapat 

4.2. Berkoordinasi dengan BDTI 

Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) adalah unit yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, dan 

pengembangan sistem teknologi informasi di Iingkungan Setjen dan 

BK DPR RI Salah satu sistem yang dikelola oleh BDTI ada!ah portal 

pegawai. 
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Dalam rapat koordinasi ini, penulis memaparkan beberapa ide 

tampilan infografis di laman portal yang sudah dibuat. Fenulis juga 

meminta saran dan masukan kepada BOIl melgenai tampilan 

nfografis di laman portal. 

Gambar 4.4 3 Koordnasi dengan BDT 

Terdapat beberapa ide mengenai tampilan irifografis di portal. 

Pertama, infografis dimunculkan pada sub menu Template SK yang 

ada di menu dokumen. Sub menu Template SK berisi konsep 

dokumen yang menjadi pola dasar SK dan pedomn pembuatan SK. 

Kedua berupa pop up ketika pegawai membuka laman utama portal. 

Alternatif ketiga adalah muncul dengan pin up di menu 

pengumuman. Berikut tampilan Portal sebelum lnfDgrafis diupload. 
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! Daftar Dokumen 
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T 	?4ah 
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Gambar 4.44 Sub Menu Template SK 

Dalam rapat koordinasi dengan BDTI dihadiri oleh Pranata 

Komputer Muda dan Pranata Komputer Pelaksana. 

DAFTAR HADIR RAPAT 
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Gambar 4.4 5 Daftar Hadir 
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Berdasarkan hasil koordinasi, disepakati untuk memunculkan 

infografis pada sub menu Template SK 
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Gambar 4.4 6 Catatan Hasil Rapat 

4.3. Upload Infografis Ke Portal 

Infografis slur pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan 

Pertimbangan Hukum yang telah dibuat diajukan kepada Mentor untuk 

mendapatkan evaluasi akhir dan persetujuan. Setelah Mentor memberikan 

persetujuan, infografis dikirim ke BOTI untuk diunggah ke Portal. Kegiatan 

ni dilakukan pada minggu kelima bulan Oktober tepatnya pada tanggal 30 

Oktober 2019. 
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Berikut adalah gambar infografis Pembentukan Surat 

Keputusan dan Permintaan Pertimbangan Hukum/Lega! 

OpinionlAnalisa Hukum yang akan diupload ke Portal Setjen DPR RI 
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Gambar 44 7 .fografs yang akan diupload di Portal 

Proses upload infografis Pembentukan Surat Keputusan dan 

Permintaan Pertimbangan Hukum/Lega/ OpinionlAnalisa Hukun, ke 

Portal Setjen DPR RI, penulis meminta bantuan kepada unit BDTI 

dengan membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada kepala Bagian 

BDTI 
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Gambar 4.4 8 Nota Dinas 
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FIV 

Gambar 4.4 9 Proses upload infografis ke Portal Setjen DPR RI 

Setelah proses penguploadan Infografis ke Portal Setjen DPR 

RI selesai, Penulis mengecek tampilan portal sesudah kegiatan 

upload infografis. Berikut tampilan portal tersebut 
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Gambar 4.4 10 Tampilan Portal Setjen DPR RI sesudah proses upload 
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Pelaksanaan kegiatan implernentasi ini mengandung nilai-nilai 

dasar PNS berupa ANEKA, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, 

serta menguatkan budaya organisasi berupa RAPI. Penjelasannya 

sebagal berikut: 

Ak u nta b ii itas 

Dalam kegiatan impiementasi, Penulis menerapkan prinsip kejelasan 

informasi dan tanggung jawab. Infografis yang dibuat harus jelas 

agar informasi yang disampaikan melalul infografis mi mudah 

diniengerti. 

Nasionalisme 

Pelaksanaan kegiatan implementasi ml menerapkan nhlal 

n-iengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk 

kepentingan bersama dan menghormati dalam koordinasi dengan 

BDTI. 

Etika Publik 

Penulis menerapkan nhlai-nilai etika yang balk dengan melakukan 

kegiatan secara sopan santun dan disiplin waktu dalam melakukan 

koordinasi dengan BDTI dan mentor. 

Komitmen Mutu 

Penulis dalam melakukan sosialisasi infografis alur pembentukan SK 

dan permohonan pertimbangan hukum dengan cara yang efektif dan 

efisien yang bias diakses seluruh pegawal yaltu melalui portal. 

Anti Korupsi 

Disiplin waktu ketika mengadakan kooedinasi dengan BDTI 

Manajemen ASN: 

Menyampaikan kepada rekan di BDTI bahwa kegiatan aktualisasi mi 

merupakan bentuk dari peran ASN rnemberikan pelayanan publik 

yang profesional dan berkualitas. 

Whole of Government: 

Melakukan koordinasi dengan unit lain, dalam hal mi BDTI, untuk 

melakukan sosialisasi infografis. lrnplementasi dari mnfografis mi 

bermanfaat bagi unit kerja yang lain. 
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Pelayanan Publik: 

Rancangan Aktualisasi mi sesuai dengan prinsip aksesibel yang 

merupakan salah satu prinsip pelayanan publik yang prima. 

Religius: 

Meniatkan metaksanakan kegiatan sebagai ibadah. Memulai, 

melaksanakan, dan mengakhiri kegiatan dengan Lerdoa. Ketika 

hendak memulal pembicaraan juga diawali dengan sa am dan penuh 

hormat. Ketika selesal berkonsultasi mengucapkan teima kasih dan 

salam. 

Profesional: 

Menggunakan kompetensi dan keterampilan berkomunikasi derigan 

Mentor dan rekan kerja yang lain. 

Integritas: 

Berkomitmen membuat Infografis Pembentukan Surat Keputusan 

(SK) dan Pertimbangan Hukum yang mudah dimengerti dan tepat 

guna, serta dapat meningkatkan efisiensi kinerja di Bagian Hukum. 

E. KEGIATAN 5: EVALUASI UJI PUBLIK 

5.1. Testimoni 

Pembuatan infografis dilakukan dengan tujuan meningkatkan 

pemahaman pegawai di lingkungan Setjen dan BK tentang alur 

pembentukan SK dan permohonan pertmmbangan Iukum. Setelah 

dilakukan unggahan di laman Portal, perlu mengetal -tii manfaat dan 

mnfografis yang telah dibuat. Untuk hal itu, Penulis telah meminta 

testimoni dari Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Kepala 

Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi. 
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Bagian Adrniiistrasi Keuangan dan Bagian Keanggotaan dan 

Kesekretariatan Frksi merupakan dua bagian yang sering membuat 

SK dan meminta pertimbangan hukum. Baçian Administrasi 

Keuangan terkait dengan penggunaan anggara di Iingkungan 

Setjen dan bk, sedangkan Bagian Keanggotaan dan Kesekretaritan 

Fraksi terkait denn keanggotaan DPR RI. 

Testimoni bersama Kepala bagian Admiritrasi Keuangan 

Sekretariat JendraI dan Badan Keahlian DPR RI 

Gambr4.5ia 

Testimoni bersama Kepala Bagian dan Kesekretariatan Fraksi terkait 

dengan keanggotaan DPR RI: 

4 

Gambar 4.52 Ttirnoni bersama Kepala Bagian Kesekretariatai Frksi 
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Dari hasil testimoni yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan 

bahwan pembuatan infograf is tentang Pembentukan Surat Keputusan dan 

Permintaan Pertimbangan Hukum sangat membantu kinerja dan 

memudahkan pegawai yang ada dilingkungan sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Testimoni dari Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Bagian 

Kesekretariatan Fraksi sama-sama sangat mendukung adanya infog rat is 

mengenai Pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan Pertimbangan 

Hukum. 

5.2. Mengevaluasi masukan 

Dalam melaksanakan kegiatan aktuaisasi mi penulis 

mendapatkan masukan dan saran dari Stake holder yang 

bersangkutan untuk meningkatkan Iayanan Iayanan informasi dan 

produk-produk hukum yang ada di bagian hukum untuk kedepannya. 

Pelaksanaan kegiatan evaluasi uji publik ini mengandung nilai-

nilai dasar PNS berupa ANEKA, kedudukan dan peran PNS dalam 

NKRI, serta menguatkan budaya organisasi berupa RAPt. 

Penjelasannya sebagai benikut: 

Akuntabilitas 

melakukan testimoni guna mempertanggungjawabkan apakah unit 

pengusul sudah paham setelah melihat infograf is yang dibuat. 

Nasionalisme 

Kegiatan evaluasi dan uji publik dilakukan dengan mengembangkan 

sikap sating tenggang rasa dan tepa setina, menghargai pendapat 

orang lain, terbuka menenima saran kritik dari orang lain, dan 

menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan 

dan kesejahteraan bensama. 
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Etika Publik 

Penulis menerapkan nilai-nilai etika sopan santun dengan meminta 

izin terlebih dahulu kepada stakeholder bersangkutan. 

Komitmen Mutu 

Penulis dalam meminta testimoni infografis alur pembentukan SK 

dan permohonan pertimbangan hukum dengan cara yang efektif dan 

efisien dengan menggunakan video. 

Anti Korupsi 

Disiplin waktu dan berani untuk meminta pendapat orang lain. 

Manajemen ASN: 

Menyampaikan kepada rekan di unit kerja yang lain bahwa kegiatan 

aktualisasi mi merupakan bentuk dari peran ASN memberikan 

pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 

Whole of Government: 

Meminta masukan dari pegawai unit lain terkait kemanfaatan 

infografis. Saran dan kritik dari unit kerja lain sebagai pihak yang 

memanfaatkan infografis mi menjadi masukan untuk memperbaiki 

kinerja Penulis lagi. 

Pelayanan Publik: 

Rancangan Aktualisasi mi sesuai dengan prinsip aksesibel yang 

merupakan salah satu prinsip pelayanan publik yang prima. 

Religius: 

Meniatkan melaksanakan kegiatan sebagai ibadah. Memulai, 

melaksanakan, dan mengakhiri kegiatan dengan berdoa. Ketika 

hendak memulai pembicaraan juga diawali dengan salam dan penuh 

hormat. Ketika selesai berkonsultasi mengucapkan tenima kasih dan 

salam. 

Profesional: 

Menggunakan kompetensi dan keterampilan berkomunikasi dengan 

Mentor dan rekan kerja yang lain. 

Integritas: 

Berkomitmen membuat Infografis Pembentukan Surat Keputusan 

(SK) dan Pertimbangan Hukum yang mudah dimengerti dan tepat 

guna, serta dapat men ingkatkan efisiensi kinerja di Bagian Hukum. 
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F. STAKEHOLDER 

I  Persetujuan adanya 

infografis alur 
Kepala Bagian [-lukum 

Pembentukan Surat 

INTERN 

Keputusan 

KasubBag 
Pemberi masukan dan 

2 Pertimbangan Advokasi 

Hukum 
saran 

Pemberi masukan dan 
3 Analis hukum 

saran 

Mendukung 
BDTI (Bidang Data 

tersampaikannya 
Teknik Informatika) 

infografis ke portal 

Unit yang ada di 
Eksternal 

5 Iingkungan Setjen & BK Penerima Manfaat 

DPR RI 

BIRO Hukum dan 
6 Pengambil Kebijakan 

DUMAS 

label 4.6 1 Stakeholder 

G. RENCANA JADWAL KEG IATAN 

label 4.7 1 Tabel Rencana Jadwal Kegiatan 
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BABV 

EulLuJ 

1. KESIMPULAN 

Kegiatan pertama aktualisasi berupa Pengajuan Rancangan 

Aktualisasi dengan mentor, Kepala Bagian Hukum, dan pegawai-

pegawal di bagian hukum yang dilaksanakan di minggu pertama 

pada bulan Oktober. Kemudian kegiatan kedua aktualisasi berupa 

pengumpulan materi dan referensi pembuatan alur Pembentukan 

Surat Keputusan dan Permintaan Pertimbangan Hukum yang 

dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga bulan Oktober, 

selanjutnya kegiatan ketiga aktualisasi penulis memulai mendesain 

serta mengkonsultasikan desain ke mentor, Kepala Bagaian Hukum, 

dan pegawai pegawai yang ada di Bagian Hukum yang dilaksanakan 

pada minggu ke emapat Berikutnya kegiatan keempat aktualisasi 

ialah implementasi berupa berkoordinasi dengan BDTI untuk 

mengunggah hasil infografis ke dalam Portal Setjen dan BK DPR RI 

yang dilaksanakan pada minggu ke lima di bulan Oktober. Setelah 

keempat kegiatan tersebut selesai dilaksanakan maka penulis 

melakukan kegiatan testimoni kepada beberapa pegawai eselon III 

untuk meminta pendapat tentang Peningkatan Layanan informasi 

Bagian Hukum dengan menggunakan Infografis. 

Dari Aktualisasi yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan 

bahwan pembuatan infografis tentang Pembentukan Surat 

Keputusan dan Permintaan Pertimbangan Hukum sangat membantu 

kinerja dan memudahkan pegawai yang ada dilingkungan sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

Dan dari hasil Testimoni yang didapat sangat mendukung 

adanya infografis mengenai Pembentukan Surat Keputusan dan 

Permintaan Pertimbangan Hukum. 

Lima kegiatan yang dilaksanakan dalam enam minggu 

habituasi mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS berupa 
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Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, Anti 

korupsi, kemudian kedudukan dan peran PNS dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yaing terdiri dari manajemen ASN, 

whole of government, dan pelayanan publik, serta menguatkan 

budaya organisasi berupa Religius, Akuntabel, Profesional, dan 

Integritas atau yang biasa disingkat RAPI. 

2. SARAN 

Dalam pelaksanaan kegiatan Aktualisasi ini penulis 

memberikan saran agar supaya pelaksanaan kegiatan aktualisasi 

dapat memanjemen waktu dengan balk. Dan Pelaksanaan ketika 

kegiatan rapat agar diadakan jamuan. 

Terlaksananya tahapan kegiatan dalam aktualisasi mi, selesal 

kurang Iebih 1 bulan tidak lepas dari dukungan maksimal 

penyelenggara, dalam hal mi adalah PUSDIKLAT Setjen DPR RI. 

coach Penulis yang berasal dari PUSDIKLAT Setjen DPR RI 

memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan di 

sela-sela aktivitas beliau yang padat. Selain itu, Mentor, Kepala 

Bagian Hukum, dan pegawai-pegawai di unit bagian Hukum secara 

total mendukung penuh aktualisasi Penulis. 
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LAMPIRAN 
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KEGIATAN 1 
PENGAJUAN RANCANGAN AKTUALISASI 



1. PEMAPARAN RANCANGAN AKTUALISASI 

(2 Oktober 2019) 



PEMAPARAN RANCANGAN AKTUALISASI 

(20ktober 2019) 

gm 

I 

/ 

I 
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'- 

sEKRErAIuT JENDERAL DAN 13A1)AN 1EA11LIAN 
I)EWAN PERWAKILAN RAKVAT RFPtJBLII< INDONESIA 

LAPORAN SINGKAT 

PEMAPARAN RANCANGAN AKTUALISASI 

Hari 	 Rabu, 2 Okiober 2019 

Waktu 	 Pukul 09.00 WIB - selesal 

Tempat 	: Ruang Rapat Bagian 1-lukum Lantai II, Ged. Sekretariat Jenderal DPR RI 

Acara 	 Pemaparan Rancangan Aktual;sasi 

Peserta 	: 1. Kahag Hukum 

Kasubbag Pertimbangan dan Advokasi Hukum 

Kasubbag Perumusan Produk Hukum 

Kasubbag JDIH 

Staf Bag Ian Hukum 

POKOK-POKOK PEMBAHASAN: 

Laporan aktualisasi tahap kegiatan diharapkan memasukan semua niiai ANEKA 

(Ak:jntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu. dan Anti Korupsi) dan RAPt 

(Religius, Akuntabilitas, Profesional, dan, Integritas). 

Dalam Periyusunan laporan aktualisasi kata Keputusan' di ganti menjadi 'Surat Keputusan" 

agar mudah dipahami. 

Dalam Penyusunan taporan aktualisasi kata 'Permohonan Pertimbangan Hukum diganti 

menjadi Permintaan Pertimbangan Hukurn/Lea/ Opiriion!Analisa Hukurn". 

Tahap kegiatan pengumpulan kegiatan dilakukan dengan survel melalul E-Questionnaire di 

google form dengan target 100 responden. 

Infografis akan diunggah pada Portal Setjen DPR RI dengan dibuatkan fitur Sub Menu baru 

yaitu Sub Menu "Infografis". 

Acara ditutup pada pukul 11.30 WIB. 

Jakarta, 2 Oktober 2019 

Kepala Bagian Hukum 

ARINI WIJYANTLS.H..M.H 
NIP. 197105181998032010 



2. DSKUSI DENGAN MENTOR & PERSETUJUAN MENTOR 

(8 Oktober 2019) 



DISKUSI DAN PERSETUJUAN MENTOR (8 Oktober 2019) 



FORMULIR PERSETUJUAN MENTOR 
PADA TAHAP LAPORAN AKTUALISASI 

1. Narna Peserta 	 Alfian Fitra Rahman 

Unit Kerja 	 Bagian Hukum 

Gagasan Pemecahan Isu 	Peningkatan Layanan Informasi Bagian Hukum 

Melaiui Infografis Pembentukan Surat Keputusan 

Dan Permintaan Pertimbangan Hukurn 

Catatan terhadap Gagasan Fernecahan Isu 

dst 

Rekornendasi 

. 	I 	' 	) 

dst 

Jakarta . ........ 

M ENTQRT- 

) 



KEGIATAN 2 
PENGUMPULAN DATA 



1. SURVEI 

(9-10 Oktober 2019) 



NOTA DINAS 
/HK 110/2019 

Kepada 	Para Kepala Biro/Kepala Pusat di Setjen & BK DPR RI 

Dari 	Kepala Biro Hukurn Dan Pengaduan Masyarakat 

Hal 	Penyampalan Kuesioner 

Sehubungan dengan upaya peningkatan pelayanan informasi di 

Bagian Hukum, bersama mi kami sampaikan Kuesioner dari Biro 

Hukum dan Pengaduan Masyarakat untuk mengetahul tingkat 

pengetahuan unit-unit yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keshlian DPR RI tentang prosedur pembentukan Keputusan 

dan Permohonan Pertimbangan Hukurn. 

OIeh karena itu, kami mohon kerjasama Saudara agar dapat 

menugaskan Pejabat/Pegawal di Iingkungan Saudara untuk mengisi 

kuesioner dimaksud. 

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan 

kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

Jakarta, 21 Oktober 2019 
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan 
Masyarakat 

Juliasih, S.H., M.H. 
NIP. 196107251988032001 



KUESION ER 

Kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan unit pengusul tentang prosedur pembentukan 

Keputusan dan Permohonan Pertimbangan Hukum. Mohon dilsi dengan jujur dan sebenar-benarnya. 

UNIT: 

o PiIThIah so/oh satu jowaban yang ada pada setiop pertanyaan den gan memberi tanda centang 

ED pada kolom jawaban yang tersedia. 

Apakah saudara mengetahui prosedur pembentukan Surat Keputusan dari pengajuan 

pertimbangan hukum hingga pe(sndin anan Surat Keputusan? 

YA 	TIDAK 	RAGU-RAGU 

Apakah saudara pernah membaca Peraturan Sekretaris Jenderal No. 20 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariatienderal dan Badan Keahlian DPR RI? 

YAD TIDAK 	RAGU-RAGU 

Apakah saudara pernah membaca SOP pembentukan surat keputusan? 

YA 	TIDAK E RAGU-RAGU 

Apakah saudara mengetahui prosedur permohonan Pertimbangan Hukum? 

YA 	TIDAK 0 RAGU-RAGU 

Aakah saudara pernah niembaca SOP permohonan Pertimbangan Hukum ? 

YA 	TIDAKJ RAGU-RAGU 

= T E R I M A K A S I H = 

*) Mohon dikembalikan ke Biro HukLJm don Pen gaduan Mayarakat 



KUESIONER 

Kuesioner clari Biro Hukurn dan Pengaduan Masyarakat untuk mengetahui tingkat pengetahuan 

unit-unit yang ada di Iingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keah!ian DPR RI tentang prosedur 

pembentukan KepJtusan dan Permohonan Pertimbangan Hukum. Mohon diisi dengan jujur dan sebenar-

benarnya. 

NAMA: 
	 UNIT: 

o Pilihlah salah satu jawaban yang ada pada setiap pertanyaan den gan memberi tanda centang 

, pada ko/om jawaban yang tersedia. 

Apakah saudara mengetahui prosedur pembentukan Keputusan dari pengajuan Pertimbangan 

Hukum hingga penandatanganan Surat Keputusan? 

YA D 	TIDAK E 	RAGU-RAGU 13 
Apakah saudara pernah membaca Peraturan Sekretaris Jenderal No. 20 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI? 

VA 	 TIDAK 	 RAGU-RAGU 

Apakah saudara pernah membaca SOP pembentukan Surat Keputusan? 

YA CD 	TIDAK 	 RAGU-RAGU 

Apakah saudara rnengetahui prosedur permohonan Pertimbangan Hukum? 

VA 0 	TIDAK 	 RAGU-RAGU 

Apakah saudara pernah rnembaca SOP permohonan Pertimbangan Hukum? 

YA 	 TIDAK 0 	RAGU-RAGU 

Apakah saudara membutuhkan informasi mengenai prosedur Pembentukan Keputusan & 

Pertimbangan Hukum dalam bentuk visual yang menarik ? 

YA 	 TIDAK 	 RAGU-RAGU 

Saran 

=T ER I MA KAS I H = 

*) Mohon dikembalikan ke BJro Hukum dan Pen gaduan Mayarakat 



TAMPILAN E-QUESTIONNAREE MENGGUNAKAN GOOGLE FORM 

KUESIONER BRC HLJKUM 
PENGADUAN MASYARAKAT TENTANG 
TINGKAT PENGETAHUAN PROSEDUR 

PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN (SK) 
DAN PERMOHONAN PERTIMBANGAN 
HUKUM/LEGAL OPINION/ANALISA 

H UK U M 

C'- 

o - 

0- 

o - 

rn*7 

o — 

0'- 

0 - 

o 



HASIL KUESIONER 

NO NAMA UNIT 
_____ ______ PERTANYAAN 

7. Saran 1 2 3 4 5 6 

Diberikan sosialisasi lebih banyak terkait SOP yang ada di 1 Rina Sartika Pamela Sekretariat Komisi VI DPR RI Ya Ya Ya Ya Ya Ya sekjen dan bk DPR RI. Ditambahkan dengan audio visual 

2 Mumi 

_______  
lebih menarik sehingga mudan diserap dan dflngat. 

Bagset. BAKN Ya Ya Va Mung Mungkin Va TIng dibuat infografisnya dan d sosialisasikan 
3 Fagih PKAKN Tidak Mungkin Tidak Tidak Tidak Va 
4 Mardi Harjo Sekretariat BAKN Va Va Va Va Ya Va Direalisasikan 
5 Muhammad Sasmito BDTI Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Mungkin  

6 AriefAdhityanto Prakoso Pusat Pendidikan dan 
Va Mungkin Tidak Tidak Tidak Va Pelatihan 

7 Rahmad TUTA Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Va 

8 SUMITRAABDI NEGARA PUSAT PERANCANGAN 
Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya UNDANG UNDANG 

9 Winner Nainggolan Pusat Kajian Akuntabilitas 
Tidak Mungkin Tidak Tidak Mungkin Va Keuangan Negara  

10 James Hezaro PKAKN Tidak 
Tid____

ak Tidak Tidak Tidak Va Sayjurang mengetahui informasi tersebut 
11 Gerry BDTI Tidak Tidak Tidak Tidak Tklak Ya 
12 Daniel Tri Widyatmoko BDTI Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

Kuisioner yg diadakan mi cukup bagus, diharapkan dapat 13 Tomy Susanto Bagian Layanan Pengadaan Va Mungkin Mungkin Tidak Tidak Va membantu Biro Hukum dalam tahap awal memberikan 

14 Hariyanto psnlak uu Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 

_______ 

Ya 
informasi dan sosialisasi produk hukum ke depannya. 

15 Atika Pusat PUU Mungkin Tidak Tidak Tidak Tidak Va 
16 Ira Pusdikiat Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Va Jika memungkinkan apakah dapat diadakan sosialisasi.? 

Agar kami yg fungsional dapat mengetahui alurnya... 
17 Debora Cahyaningati Pusat Perancangan Undang-

Undang Tidak ___ Tidak _______ Tidak Tidak _______  Tidak Va Dibuat sebuah SOP dan alur kerja pembentukan SK 
18 Achmad ridho Banggar Ya Va Va Va Tidak Va OR 19 Semiy@ti Kornisi Xl Va Ya Ya Tidak Tidak Va 
20 ASEP SUPRIADI KEPEGAWAIAN Va Ya Va Va Ya Va Jika memungkinkan untuk dapat di buat gambar infografisnya 

21 terkait SOP agar lebih rnudah dipahami. 
Denny Biro Renkeu Tidak Mungkin Tidak Tidak Tidak 	I Va 

22 Muhammad Daivangga Radhip Pusat Penelitian Va Tidak Mungkin Mungkin Tidak Va Sosialisasi harap dilakukan secara merata 23 Reza Azhari Puspanlak UU Tidak Tidak Tidak Ya Tidak Va 
24 Dahliya Bahnan Set. Komisi II Ya Va Va Ya Ya Va Untuk tahapan koreksi SK supaya tepat waktu dan 	gsung Ian  

dikoreksi. Tks 
25 Hilda Kurnia Ningsih Sekretariat Badan Legislasi Va Tidak fldak Tidak 

________ 

Tidak 

_______ 

Mungkin 
26 Veti Ifana Pusat Penelitian Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Ya Agar ada sosralisasi/surat edaran mengenai SOP ttg 

27 Antonius Deryal C. Bagian TU lttama Vs Mungkin Mungkin Mungkin Mungkin 

_______ 

Vs 
pgDentukan SK/pembentukan produk hukum lainnya. 

 

Bagian Hukum harus memberikan penjelasan kepada 

28 Noval Ali Pusat Perancangan Undang- masyarakat (setjen dan bk dpr ri) mengenai perbedaan 
Undang Tidak Va Tidak Va Va Ys pekerjaan dengan snaIls hukum di Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan UU sehingga masyarakat memahami dan dapat 
memaksimalkan peran bagian hukurn 

29 Tantowi Bagset wk DPR RI/Korkesra Va Mungkin Mungkin Ya Tidak Va Selama mi mengikuti kebiasaan. Perlu tau, bgmna sopnya,  
30 Ulfa Nurfajar lnspektorat Utama Va MU ngk in Tidak Tidak 	I Tidak Va 

aturan bakunya. Perlu sosialisasi terbatas 

31 Heny Bidang Evaluasi Dikiat Tidak Tidak Tidak Tidak 	I Tidak Ya 	I Berikan pop up di portal bhw ada peraturan sekjen terbaru 



32 Kusdinar Bagiii OILld Ya MUflqKIfl MUflgiIFl Te 
Setjen dan BK flPRRi 

33 Dewi Barliana Soetisna lnspektorat I 
______ Mungkin '(a Mungkin Mungkin Mungkin Ya Mohon untuk diadakan sosialisasi 

Saya kira semua unit perlu mengetahul SOP dan prosedur 

34 Suciati Media Cetak dan Media Sosial Mungkin Tidak Tidak Ya Tidak Ya pembentukan SK dan pertimbangan hukum dalam bentuk 

visual 

Set. BURT 

lnspektorat I 

'(a 

Ya 

'(a 

'(a 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

'(a 

Ya 

Agar Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat lebih byk 
sosialisasi tg produk2 hukum ya kepada seluruh pegawai 
Setjen dan BK DPR RI 

35 Nina 

36 Fabrina Mustika Ekawati 

37 Harry budhi hartanto BMN 
______ 

Tidak 
_______ 

Tidak 
______ 

Tidak 
_____ 
Tidak 

____ 
Tidak 

______ 
'(a sosialisasikan lah.... 

38 Haryanti Bgian KSI _______ '(a '(a '(a '(a  '(a  
perlu dilakiikan sosialisasi  

Perlu diadakan sosialisasi kembali 
Tidak semua orang paham dan mau membuka ketentuan 

'(a  39 
40 

DEDY BAGUS PRAKASA 
Titie 

BAGIAN HERENCAN.AAN 
Ksb 
Set Komisi IX DPR 

Mungkin 
Ya 

Tidak 

Ya 
Mungkin 
Mungkin 

Mungkin 
Mungkin 

'(a 

Mtnjn 
Tidak 
Tidak 

Munykin 
Tidak 
Tidak 

'(a 

'(a 
41 Ahniad rojali 

atau peraturan, ada baiknya Bagiah Hukum dapat 

42 siti hasnahwati Kepegawaian Ya '(a '(a '(a '(a '(a 
menampilkan informasi mengenai prosedur Pembentukan 
Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan Hukum/Legal 
OpinionlAnalisa Hukum dalam bentuk visual yang menarik, 
agar rnudah dipahami semua kalangan 

Bag ian perauratan dan 
penyimpanan 

'(a Tidak Tidak Tidak Tidak '(a 
43 Puji lestari 

44 Slamet Riyadi Set Watua DPR Rh Korekku '(a Mungkin gjn Tidak Tidak Ya  

45 
46 

Rosdiana 
Reny Amir 

Bag. Set. Badan Legislasi 
Ppçivan Masyarakat 

'(a 
'(a 

Tidak 
Ya 

Tidak 
'(a 

Mungkin 
'(a 

Tidak 
Mu .g. n Ya 

'(a  
Perbanyak sosiahisasi 
Agar dibuatkan infografis tentang informasi akan Prosedur 

47 Aji Nurhadi Wibowo Bagset BAKN '(a '(a Mungkin Tidak Tidal< '(a pembentukan SK dan pertimbangan hukum/legal 
opinion/anahisa hukum 

48 Ahisa TU ITTAMA 

Set Komisi Ill 

Tidk 

'(a 

Tidak 

Mungkin 

Mungkin 

Ya 

Tidak 

'(a 

Tidak 

Tidak 

'(a 

'(a 
Agar dpt disosialisasikan dim bentuk FGD mengenai  
pembentukan SK 4 9 Effie 

50 Nyunyun 

Reza Prischa Nanda 

Pamdal 
Bagian Tata Usaha 

Tidak 

Tidak 
lnspektorat Utama  

Tklak 

Tidak 

Tidak 

Mungkin 

Tidak 

Tidak 

Tidak 

Tidak Tidak 

 Lebih sering sosialisasi 
Mendigitalisasikan semua SOP maupun SK dan membuat 
tampilan yg menarik. 51 

52 Dyah Renowati Bagian TU BKD 1dak Mungkin Tidak Tidak Tidak '(a Perlu di sosiahisasikan 

53 Husnul Iatifah Pusat Kajian Anggaran Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak '(a 
Prosedur pembentukan.SK dan pedimbangan Hukum sangat 
kami butuhkan mhn dibuat yang sedehana dan menank 

54 Ratna Puspita Sari 
Bagian Evaluasi dan 
Pelaporan 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak '(a 
______ 

Sangat perlu dilakukan sosiahisasi terkait hal tersebut 

Perlu adanya sosiahisasi, terkait semua permasahahan diatas, 
agar semua bisa melaksanakan atau mengetahui prosedur 

55 R. Eva Rahayu Damayanti Bagian Dumas Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak '(a perobuatan Surat Keputusan (SK), Pertimbangan 
Hukum/LeIah Opinion/anahisa hukum dalam bentuk visual 
yang menarik. 
Perhu adanya sosialisasi mengenai SOP mengenai prosedur 

56 Kusrini Bag. Pengaduan masyarakay Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 
pembentukan SK dan mulal perigajian pertimbangan hukum 
hingga penandatanganan surat keputusan bagian Unit 
tenkait. 

57 Agil Risalah '(a Tidak Tidak TKlak Tidak '(a  

58 Raden Priharta Budiprasetya 

Pusat Perancangan Undang 
E Undang Badan Keahhian DPR Tidak '(a Tidak Tidak Tidak '(a 

RI  



bu I i'atna sari - neIpotari - dievaluasi kekurangan yang aca 
Va  60 Helen S.Sos,M.Si Set KSB BKSAP Mungkin Va Va Mungkin Va 

Sekretariat TU Wakil Ketua Perlu sosialisasi yg masif untuk unit bagian yg sering 
61 Susantomo Koordinator Bidang Va Tidak Tidak Va Tidak Ya berhubungan secara Iangsung dan pelatihan bimtek 

Kesejahteraan Rakyat  

62 Koko Surya Dharma Bagian Ortala Va Ya Va Tidak Tidak Va agar dibuat standar pelayanan 

63 Ester Yolanda 
Pusat Pemantauan Va Ya Ya Ya Va Ya Selalu semangat 
Pelaksanaan Undarig-Undang 

Tidak 64 Mustaqiim 
T'JR PARLEMEN / BIRO 
PLMBERIT1VN PARLEMEN 

Tidak Tidak Tidak Tidak Va 

Perlunya bisnis proses setiap biro beserta liubuiigannya dgn 
65 Rastri Paramita Pusat Kajian anggaran Tidak Muii1jkiii Tidak Tidok Tidak Ya 

biro lain. 

66 IRosalina Pusat Kajian Anggaran Tidak Va Tidak Tidak Tidak Ya 
Pembuatan Infografis untuk menyampaikan produk hukum, 

67 Yulius Arie Prayoga Gedung dan Instalasi Tidak Ya Tidak Tidak Mungkin Ya agar dapat dipaharrli. 

68 Marihot N PusatKajian Anggaran Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Mungkin 

69 Wisnu Pebrianto Bag ian Pengamanan Dalam Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Mungkin 

70 Kristanto Budi Prasetyo Staf Biro Pimpinan Tidak Tidak Mungkin Tidak Tidak Va  

Bagian tata usaha inspektorat Masih byk yg tidak niengetahui terkait prosedur dan Iangkah2 
71 limbang Suprlyanto utama 

Ya Va Ya Va Va 
________ 

Va 
___ nyn perlu sosialisasi lebih intens 

72 Afniwaty Tanjung TU lnspektorat Utarna Ya Mungkin Va 
________ 

Tidak Tidak Va Pelayanan pembuatan SK untuk d!tin9katkan 

73 llham niaulana Pamdal Ya Va Tidak Mungkln Ya 
Perlu sosialisasi terkait dengan posedur pembentukan SK 

74 Harjanto Bah Dumas 

rTidak 

 

Tidak Tidak Tidak Tidak Ya dan permohonan pertimbangan hukumSekjen DPR RI, 

75 Istijam 
Bagian pengaduan  Tidak Tidak Tidak Tidak Va Perlu sosialisasi 
masyarakat 

76 Astri Ashriya TU TA & SAA Tidak Tidak Tidak Tidak Va  

77 Nita Setya Efriyani BagiaFi Risalah Tidak Va Tidak Tidak Tidak Va  

78 Arie Baskara M. ULP Va Mungkin Mungkin Mungkin Mungkin Va Semoga kita semua kedeparinya bs lebih baik lagi 

79 Ervda Luluk Zahara Pusat Kajian Anggaran Tidak Tidak Tidak Mungkin Mung k in Va  

80 NelIa Fariesanidya BKSAP Mungkin Va Tidak Vs Mungkin Ys  

81 Anggoro Agling Bagian Perencansan Vs Ya Tidak Tidak Tidak Va  

82 Titi Asmara Dewi 
Pusat PUU Badan Keahlian Va Vs Tidak Mungkin Tidak Mungkin 
DPR  

Untuk inlormasi terkait dengan prosedur pembentukan surat 
Dan pertimbangan hukum/legal opinion /analisa hukum 
memang sangat minim 	artikel artikel terkait prosedur 
tersebut jugs masih susah dicari di slat pencapalan ataupun 
website resmi dprjadi untuk menyampaikannya dengan 
visual menarik merupakan ide yang sangat baik dengan 
memanfaatkan sebagai media social seperti Facebook, 

83 Wanda BKSAP Mungkin Mungkin Mungkin Mungkin Mungkin Vs Instagram Dan YouTube pastinya informasi tersebut skan 
menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara ekstensif 
Dengan begitu pihak DPR RI dapat melaksanakan tugas 
sebagai parlemen modern yang akutabel serta informatif. 
Juga disarankan untuk melakukan seminar untuk akademisi 
da mahasiswa agar informasi tentang SOP dapat interpretasi 
dan dijalankan dengan seksama. 

84 jWilly lnspektorat I Mungkinj Mungkin I Mungkin I Mungkin Mungkin I 	Va Dibuatkan infografis sehingga mudah dimengerti 

85 1 MUHAMMAD RIZOI VUSUF JYANKES I Mungkini Mungkin I Mungkin I Mungkifl Mungkin I 	Ya lSosialisasi 



CC Vudi Chsndri Sctiowon 
Luar Negeri Anggota 

Muflkjfl Tidak Tidak Tidak Ya Ya cibutuflKan sosaflsasi prosedur pemtuatan 

87 Masyithah Pusat Penetitian Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 
Sosialisasi SOP ttg SK 	an pertimbangan hukum perlu terus d 

 
dilakukan 

88 Rizdha Gedung dan Instalasi Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya  

89 Irma yulistiani Perencanaan Mungkin Tidak Tidak Mungkin Tidak Mungkin Untuk penyuluhan Iebih ditingkatkan lagi 

90 Yusrina Sekretariat Panitia Khusus Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya  

91 Poedji Poerwanti 
Pusat Pemantauan 
Pelaksanaait UU 

Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 
Informasi pembentukan SK, legal opinion dan analisa hukum 
sebaiknya dalam infograuis dan ditayangkan pada porlal. 

92 Moh Prayogo Utoml 
Sekretariit Mahkamah 

Munykiii 

Tidak 

Mungkin Ya Tidak 
Kehormatan Dcwan  

Tidak Ya 

Mungkin  93 Ade Nurul Aida Pusat Kajian Anggaran Tidak Tidak Tidak Tidak 

94 Rhesa Ardiansyah Pelaksanaan Dikiat Va Va Tidak Tidak Tidak Ya Luar biasa cepatdalam prosesnya. PertahankanH 

95 Esther 
Pusat Perancangan Undang- 

Tidak 
Undang  

Tidak Tidak Tidak Tidak Ya 

96 Damia Pusat Kajian Anggaran Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Va  

97 Deasy Dwi Ramiayu Pusat Kajian Anggaran Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Va  

98 Dhea Yapta Fibriani 
Badan Kerjasama Antar Mungkin Mungkin Mungkin Tidak 
Parlemen  

Tidak Va 

99 Mutiara Shinta A Pusat Kajian Anggaran Tidak Mungkin Tidak Tidak Tidak Mungkin Ok 

100 Nurlatipah Nasir Pusdikiat Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Ya  



LAPORAN HASIL SURVEI TENTANG TINGKAT PENGETAHUAN 

PROSEDUR PEMBENTUKAN SK & PERMINTAAN PERTIMBANGAN 

HUKUMILEGAL OP/N/ON/ANALISA HUKUM 

Lntuk mengetahui tingkat pengetahuan prosedur pembentukan SK dan 

permintaan pertimbangan hukum/Lega/ OpTh!onlanalisa hukum, dilakukan 

pengurrpulan data survei dengan menggunakan E-Questionnaree. Dari hash 

pengumpu Ian data tersebutterdapat 100 (seratus) responden pejabatipegawai 

Sekretariat Jenderal dan Badan keahlian DPR RI yang mengisi kuesioner dan 

1360 pegawai. HasH survei yang dilakukan oleh Penulis dapat dilihat dalam 

chart sebagal berikut: 

11 gq 

9 / 

' t- 

- 	 --. .- 	 I -- 

Berdasarkan graflk hasil kuesioner diatas dapat diuraikan sebagal berikut: 

1. PERTANYAAN: Apakah saudara mengetahui prosedur pembentukan 

Surat Keputusan (SK) dari pengajuan Peftmbangan Hukum (Koreksi) 

hingga tahap penandatanganan Surat Keputusan?" 

1 



Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 41 (empat 

puluh satu) responden yang mengetahui prosedur pembentukan SK dan 46 

(empat puluh enam) responden yang tidak mengetahui prosedur 

pembentukan SK, serta 13 (tigabelas) responden menjawab "mungkin", 

seperti tabel dibawah mi. 

vANjic 

Jadi sebanyak 46% responden menyatakan tidak mengetahui prosedur 

pembentukan Surat Keputusan (SK) dari pengajuan Pertimbangan Hukum 

(Koreksi) hingga tahap penandatangarian Surat Keputusan, 

2. PERTANYAAN: Apakah saudara pernah membaca Peraturan Sekretaris 

Jenceral DPR RI Nornor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan 

Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan Keahllan DPR RI? 

Dari 100 (seratus) (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 31 

(tiga puluh satu) responden yang pernah membaca Peraturan Sekretaris 

Jenderal DPR RI (Persekjen) Nomor 20 Tahun 2017 dan 47 (empat puluh 

tujuh) responden yang pernah membaca Persekjen Nomor 20 Tahun 2017, 

serta 22 (dua puluh dua) responden menjawab "mungkin", seperti tabel 

dibawah mi. 

Jadi sebanyak 31% responden tidak pernah membaca Persekjen Nomor 20 

Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Hasil survei ml sesuai dengan 

permasalahan yang Penulis uraikan pada awal penyusunan konsep 



aktualisasi, yaitu kurangnya minat baca pegawai di Iingkungan Setjen dan 

BK tentang Peratu ran Sekretaris Jenderal. 

PERTANYAAN: Apakah saudara pernah membaca Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pembentukan Surat Keputusan (SK)? 

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 20 (dua 

puuh) responden yang mengetahui SOP pembentukan SK dan 63 (enam 

puluh tiga) responden yang tidak mengetahui SOP pembentukan SK, serta 

17 (tujuh belas) responden menjawab "mungkin", seperti tabel dibawah ini. 

20 17 	 63 

Jadi sebanyak 63% responden menyatakan tidak pernah membaca Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pembentukan Surat Keputusan (SK). 

PERTANYAAN: Apakah saudara mengetahul prosedur permohonan 

Pertimbangan Hukum/Legal Op/n/on/Analisa Hukum? 

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 17 (tujuh 

belas) responden yang mengetahui prosedur permohonan Pertimbangan 

Hukum/Legal QpinionlAnalisa Hukum dan 68 (enam puluh delapan) 

responden yang tidak mengetahul prosedur permohonan Pertimbangan 

Kukum!Legal Op/nionlAna!isa Hukum, serta 14 (empat belas) responden 

menjawab "mungkin", seperti tabel dibawah ml. 

.T1 

Jadi sebanyak 68% responden menyatakan tidak pernah membaca Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pembentukan Surat Keputusan (SK). 
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PERTANYAAN: Apakah saudara pernah membaca Standar Operasional 

Prosedur (SOP) permohonan Pertimbangan Hukum/Lega/ OpinionlAnaUsa 

Hukum? 

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 11 (sebelas) 

responden yang mengetahui SOP permohonan Pertimbangan Hukum!Lega/ 

Ooinion/Analisa Hukum dan 74 (tujuh puluh empat) responden yang tidak 

mengetahui SOP permohonan Pertimbangan HukumlLegal OpinionlAnalisa 

Hukum, serta 14 (empat belas) responden menjawab "mungkin", seperti 

tabel dibawah mi.  

Jadi sebanyak 74% responden menyatakan tidak pernah membaca Standar 

Operasional Prosedur (SOP) permohonan Pertimbangan HukumlLega/ 

OpinionlAnalisa Hukum. 

PERTANYAAN: Apakah saudara membutuhkan informasi mengenal 

prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan 

Hukum/Lega/ OpinionlAnalisa Hukum dalam bentuk visual yang menarik? 

Dari 100 (seratus) responden yang mengisi kuesioner terdapat 89 (delapan 

puluh sembilan) responden yang membutuhkan informasi mengenai 

prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan 

Hukum/Le gal OpinionlAnalisa Hukum dalam bentuk visual yang menanik 

dan 2 (dua) responden yang tidak membutuhkan informasi mengenai 

prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan 

Hukum!Lega/ OpinionlAnalisa Hukum dalam bentuk visual yang menarik, 

serta 8 (delapan) responden menjawab "rnungkin", seperti tabel dibawah ini. 

89 8 2 

4 



Jadi sebanyak 89% responden menyatakan membutuhkan informasi 

mengenai prosedur Pembentukan Surat Keputusan (SK) & Pertimbangan 

HukumlLegal OpThion/Analisa Hukum dalam bentuk visual yang menarik. 

Hal ni dapat diartikan bahwa pegawai di lingkungan SETJEN dan BK 

rrenyadari bahwa pengetahuan tentang prosedur pembuatan SK dan kajian 

merupakan hal yang penting. 

7. SARAN 

Berdasarkan hasil survei tentang prosedur pembuatan SK dan 

Pert mbangan HukurnlLegal OpinionlAnalisa Hukum serta permintaan untuk 

membuat infografis, terdapat beberapa saran yang disampaikan responden 

untuk penulis sebagai berikut: 

Perlu adanya sosialisasi lebih banyak terkait SOP yang ada di 

lingkungan Sekjen dan BK DPR RI 

Perlu dibuatnya infografis alur SOP yang menarik agar lebih mudah 

dipahami 

Ditambahkan dengan audio visual yang lebih menarik sehingga 

mudah diserap dan diingat. 

Kuisioner yg diadakan mi cukup bagus, diharapkan dapat membantu 

Biro Hukum dalam tahap awal memberikan informasi dan sosialisasi 

produk hukum ke depannya. 

menampilkan informasi mengenai prosedur Pembentukan Surat 

Keputusan (SK) & Pertimbangan Hukum/Legal Opinion/Analisa 

Hukum dalam bentuk visual yang menarik, agar mudah dipahami 

semua kalangan 

artikel artikel terkait prosedur tersebut juga masih susah dicari di alat 

pencapaian ataupun website resrni dpi jadi untuk menyampaikannya 

dengan visual menarik merupakan ide yang sangat baik dengan 

memanfaatkan sebagai media social seperti Facebook, Instagram 

Dan YouTube pastinya inforrnasi tersebut akan menyentuh seluruh 

5 



lapisan masyarakat secara ekstensif Dengan begitu pihak DPR RI 

dapat melaksanakan tugas sebagal parlemen modern yang akutabel 

serta informatif. 

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden menyatakan 

tidak mengetahui prosedur pembentukan Surat Keputusan dan 

Pertimbangan Hukum/Lega/ OpinionlAnalisa Hukum. Sebagian 

besar responden pun menyatakan belum pernah membaca SOP. 

Dalam kolom saran, saran yang diberikan oleh responden cukup 

bervariasi. 

Dari pertanyaan survel yang diajukan penulis diketahul bahwa 

pegawai/pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI terdapat kebutuhan infografis tentang Surat 

Keputusan dan Pertimbangan HukumlLegal OpinionlAnalisa 

Hukum yang menanik dan mudah dipahami. 

Jakarta, 11 Oktober 2019 

ALFIAN FITRA RAH MAN, A.Md.T 

NIP. 199503052019031001 
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2. MENGUMPULKAN DATA ALUR PEMBENTUKAN SK 

& ALUR PERMINTAAN PERTIMBANGAN HUKUM 

(15 Oktober 2019) 



110 C10 

SEKRE1ARIS JtN1)ERAL 
DEWAN PERWAKU AN RAK\AT 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATU RAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR20 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DAN 

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKIILAN RAKYAT REPUBIIK iNDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan struktur organisasi dan tata 

kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berakibat pada 

perubahan pedoman tata naskah dinas Sekretariat 

Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia; 

bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Nomor 05 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

sudab tidak sinkron atau harmonis lagi dengan 

perubahan dan perkembangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat tentang Pedoman Pembentukan 
OY 



-2- 

Produk Hukum Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

Mengingat 	1, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5234); 

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43); 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahuian 

Dewan Perwakilan Rakat Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 6 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

Peraturan Sekretaris Jenderal D'ewan Perwakilan 

Rakyat Nornor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 



-3- 

MEMUTUSKAN: 

MENETAPKAN : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK 

HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN 

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn peraturan mi yang dimaksud dengan: 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI 

adalah lembaga kesekretariatan dan keahlian lembaga negara 

sebagaimana dimaksud dalarn peraturan perundang-undangan. 

Pimpinan Unit Pengusul adalah Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan 

Setjen dan BK DPR RI yang mengajukan usulan rancangan Peraturan 

Sektretaris Jenderal DPR RI. 

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Setjen dan BK DPR RI adalah 

ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan dalarn proses pembuatan 

produk hukum Setjen dan BK DPR RI. 

Produk Hukum Setjen dan BK DPR RI yang selanjutnya disebut Produk 

Hukum adalah Produk Hukurn yang terdiri dari Peraturan Sekretanis 

Jenderal DPR Ri, Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan Kuasa 

Pengguna Anggaran / Kuasa Pen gguna Barang, Instruksi, Nota Kesepah aman 

(Memorandum of Undersanding, Perjanjian Kerja Sama dan Perjanjian Sewa 

Barang Milik Negara. 
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Program Pembentukan Produk Hukum adalah instrumen perencanaan 

program pembentukan Produk Hukum yang disusun secara terencana, 

terarah, terpadu, dan terkoordinasi. 

Teknik Pembentukan Produk Hukum adalah cara penyusunan Produk Hukum dan 

mulai penamaan sampai dengan penutup sesuai dengan kaidah-kaidah dan asas-

asas penyusunan Produk Hukum; 

Pemturan Sekretaris Jenderal DPR RI adalah ketentuan yang memuat kebijakan 

pokok dan umum yang bersifat men.tur di ]ingkungan Setjen dan BK DPR RI; 

Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI adalab ketentuan yang rnemuat kebjakan 

yang bersifat administraf, iidak mengatur dan memuat penetapan. 

Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI adalah kebijakan yang memuat arahan atau 

perintah tentang pelaksanaan kegiatan. 

Keputusan Kuasa Pengguna Anggarrm adalah kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 

dan pelimpahan wewenang dari Pengguna Anggaran yang bersifat adininistratif, tidak 

mengatur, dan memuat penetapan. 

Nota Kesepahaman (Mernora.ndwn of Understanthng) adalah naskah yang memuat 

kesepakatan awal antara Seijen dan BK DPR RI dengan pihak lain untuk melakukan 

tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 

Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan antara Setjen dan BK DPR RI dengan 

pihak lain untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan h.ukum yang telah 

disepakati bersarna. 

Petjanjian Sewa Barang niilik negara adalah kesepakatan yang dibuat antaia Setjen 

dan BK DPR RI dengan pihak lain dalam rang)ca penyewaan Barang Milik Negara 

sesuai ketentua n peraturan perundang-undangan. 

14. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran di Setjen dan BK DPR RI. 	 P 



Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat yang 

mernperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk rnelaksanakan 

sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada 

Setjen dan BK DPR RI. 

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang 

ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada 

dalarn penguasaannya dengan sebaik - baiknya. 

I.. 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Sektretaris Jendera1 DPR RI mi disusun dengan maksud sebagai 

pedoman bagi unit-unit kerja di lingkungan Setjen dan BK DPR RI dalam 

pernbentukan Produk Hukum. 

Pasal 3 

Tujuan disusunnya pedoman pembentukan Produk Hukurn adalah: 

tersusunnya Produk Hukum yang dapat dIlaksanakan secara efektif dan 

berguna dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang 

Setjen dan BK DPR RI; 

terciptanya tertib administrasi hukum dalam pembentukan Produk 

Hukurn; dan 

membenikan kepastian hukum dalam pembentukan Produk Hukum. 
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BAB III 

ASAS DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Pembentukan Produ k H ukum dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai 

berikut: 

kejelasan tujuan; 

pejabat pembentuk yang tepat; 

C. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; 

dapat dilaksanakan; 

kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

kejelasan rumusan; dan 

keterbukaan. 

Pasal 5 

Asas kejelasan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah 

bahwa setiap pembentukan Produk Hukum harus rnempunyai tujuan yang jelas 

yang hendak dicapai. 

Pasal 6 

Asas pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 

b adalah bahwa setiap jenis Produk Hukurn harus dibuat oleh Pejabat yang 

berwenang. 

Pasal 7 

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 4 huruf c adalah bahwa dalam pembentukan Produk 

Hukum harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai 

dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasal 8 

Asas dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, adalah 

bahwa setiap pembentukan Produk Hukum harus memperhitungkan efektivitas 

Produk Hukum tersebut. 

Pasal 9 

Asas kedayagunaan dan kehasi!gunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf e adalah bahwa setiap Produk Hukum dibuat karena dibutuhkan dan 

bermanfaat untu k peningkatan kinerja Setjen dan BK DPR RI. 

Pasal 10 

Asas kejelasan rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah 

adalah bahwa setiap Produk Hukum harus memperhatikan teknis penyusunan 

Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan 

berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. 

Pasal 11 

Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah bahwa 

dalam pembentukan Produk Hukum mulai dari perencanaan, penyusunan, 

pembahasan, pengesahan atau penetapan, bersifat transparan dan terbuka. 

Pasa] 12 

Ruang Iingkup Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI mi meliputi: 

bentuk Produk Hukum; 

proses Pembentukan Produk Hukum; dan 

C. teknik penyusunan Produk Hukum. 
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BAB IV 

BENTUK PRODUK HUKUM 

Pasal 13 

Bentuk Produk Hukum terdiri dari 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI; 

Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI; 

C. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; 

Instruksi; 

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding); 

Peianjian Kerja Sarna; dan 

Perjanjian Sewa Barang Milik Negara, 

Pasal 14 

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dan 

ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. 

Penandatanganan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c 

dan huruf g dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa 

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang berdasarkan Keputusan 

Sekretaris Jenderal DPR RI. 

Penetapan dan penandatanganan Produk Hukum sebagaimana dimaksud 

Pasal d, huruf e dan huruf f dapat dilimpahkan kepada pejabat dibawah 

Sekretaris Jenderal DPR RI yang berkedudukan sehagai pejabat pimpinan 

tinggi madya di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 

Pelimpahan penetapan dan penandatanganan Produk Hukurn sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap Produk Hukum yang bersifat 

khusus terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan berlaku di lingkungan 

unit masing-masirig serta tidak berkaitan dengan pengaturan administrasi 

kepegawaian, anggaran serta sarana dan prasarana. 
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Pasal 15 

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memuat 

kebijakan pokok dan umum yang bersifat mengatur di Iingkungan Setjen dan BK 

DPR RI. 

Pasal 16 

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c 

memuat kebijakan yang bersifat administratif, tidak mengatur, dan memuat 

penetapan yang berlaku di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. 

Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan 

untuk: 

a, menetapkan 	 atau 	 mengubah 	 status 

kepegawaian/ personal! keanggotaan/ material/ peristiwa; 

menetapkan / mengubah / rnernbubarkan suatu kepanitiaan / tim; dan / atau 

mene tapkan pelimpahan wewenang. 

Pasal 17 

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d memuat 

kebijakan yang memuat arahan atau perintah tentang pelaksanaan kegiatan 

yang bersifat sangat penting. 

Pasal 18 

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, huruf f dan 

huruf g memuat kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antar kedua 

belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum 

yang telah disepakati bersama. 
14 
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BABV 

PROSES PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM 

Bagian Kesatu 

Perencanaan 

Pasal 19 

Perencanaan pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 13 

huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dalam Program Pembentukan Produk 

Hukum. 

Bagian Kedua 

Perencanaan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 

Pasal 20 

(1) Dalam perencanaan pembentukan Produk Hukum berupa Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, 

disusun untuk jangka waktu tertentu yang terdiri atas: 

program 5 (lima) tahunan; dan 

program prioritas tahunan. 

(2) Rencana pembentukan program 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Biro yang mempunyai tugas di bidang 

hukum dan pengaduan rnasyarakat. 

(3) Pemben:ukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada usulan 

pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dari Pimpinan Unit 

Pengusul. 

(4) Biro yang rnempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat 

menerima usulan pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dan 

Pimpian Unit Pengusul. 

(5) Pembahasan penetapan program pembentu kan Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR RI 5 (lima) tahunan dapat melibatkan pimpinan tinggi madya dan/atau 

pimpinan tinggi pratama dari unit pengusul, 

(6) Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) 

tahunan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI. 
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Pasal 21 

Program pernbentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) 

tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a menjadi 

acuan dalam menetapkan program pembentukan Peraturan Sekretaris 

Jenderal DPR RI prioritas tahunan. 

Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI prioritas 

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Sekretaris Jenderal DPR RI. 

Pasal 22 

Untuk kepentingan organisasi, Pimpinan Unit Pengusul dapat mengajukan 

rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI di luar Program pembentukan 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan dan prioritas tahunan 

dengan disertai urgensi atas suatu rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR 

RI. 

Pasal 23 

Program pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan 

dapat dievaluasi bersamaan dengan penetapan program pembentukan Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI prioritas tahunan. 

Pasal 24 

Program Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

huruf b dan huruf c merupakan skala prioritas Produk Hukum dalam 1 (satu) 

tahun. 

Pasal 25 

(1) Program Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 berpedoman pada: 

rencana strategis Setjen dan BK DPR RI; dan/atau 

rencana anggaran biaya (RAB)/rencana kegiatan anggaran (RKA) 
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(2) Program Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b, harus mempertimbangkan realisasi anggaran pada tahun 

sebelumnya. 

PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN 

Bagian Kesatu 

Penyusunan, Pembahasan, Penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 

Pasal 26 

Pernbentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI melalui tahap penyusunan, 

pembahasan dan penetapan. 

Pasal 27 

Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI diusulkan oleh Pimpinan Unit 

Pengusul sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan program 

pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 5 (lima) tahunan dan 

prioritas tahunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1). 

Pasal 28 

Dalam penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 Pimpinan Unit Pengusul mengajukan rancangan 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Sekretaris Jenderal DPR RI. 

Pengajuan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disertai dengan kerangka acuan dan/atau naskah 

kebijakan yang paling sedikit memuat: 

latar belakang; 

maksud dan tujuan pengaturan; 

dasar hukum; 

materi yang akan diatur; dan 

keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain. 
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Pasal 29 

Sekretaris Jenderal DPR RI menugaskan kepala biro yang rnempunyai tugas 

di bidang hukum dan pengaduan masyarakat melalui deputi yang 

membidangi administrasi untuk melakukan pembahasan rancangan 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dimaksud. 

Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh biro yang mempunyai tugas di 

bidang hukum dan pengaduan masyarakat. 

Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) melibatkan unit pengusul dan unit kerja terkait. 

Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan membentuk tim yang 

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI. 

Pasal 30 

Rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI hasil pembahasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 selanjutnya dibubuhi paraf oleh 

kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan 

masyarakat dan Pimpinan Unit Pengusul. 

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan pada setiap 

lembar/halaman rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 

pada kolom paraf yang telah ditentukan. 

Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan 

pengaduan masyarakat dan Pimpinan Unit Pengusul sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berhalangan, dapat mendelegasikan kewenangannya kepada 

pejabat setingkat dibawahnya. 

Selain rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana 

climaksud pada ayat (1) Pirnpinan Unit Pengusul membuat 1 (satu) rangkap 

rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tanpa dibubuhi paraf. 

rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan Unit 
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Pengusul kepada Sekretaris LJenderai DPR RI untuk ditetapkan dan 

ditandatangani. 

Pasal 31 

(I) Dalam hal Sekretaris Jenderal DPR RI memandang perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap rancangan akhir Peraturan Sekretaris Jenderal 

DPR RI sebagainiana dimaksud dalam Pasal 30 rancangan akhir Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI dikembalikan kepada Unit Pengusul untuk 

dibahas kembali di bawah koordinasi biro yang mempunyai tugas di bidang 

hukum dan pengaduan masyarakat. 

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan dalarn Pasal 28 dan Pasal 29. 

Bagian Kedua 

Penyusunan dan Penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan 

Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, dan Instruksi 

Pasal 32 

Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan Kuasa Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan Instruksi diusulkan Pimpinan Unit 

Pengusul sesua.. dengan tugas dan kewenangannya. 

Pasal 33 

Pimpinan Unit Pengusul menyampaikan rancangan Keputusan Sekretaris 

Jenderal DPR RI, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, 

dan/atau Instruksi melalui nota dinas yang ditujukan kepada kepala biro 

yang rnempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat untuk 

dirnintakan koreksi dan/atau pertimbangan hukum. 

Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan 

pengaduan masyarakat memandang perlu untuk memirita penjelasan terkait 

dengan rancangan Keputusan dan/atau Instruksi sebagairnana dimaksud 

pada ayat ii) kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan 
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pengaduan masyarakat dapat melakukan koordinasi dengan Pimpinan Unit 

Pengusul. 

Rancangan Keputusan dan/atau Instruksi yang telah dikoordinasikan 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) selanjutnya dilakukan koreksi, 

harmonisasi dan sinkronisasi oleh biro yang mempunyai tugas di bidang 

hukum dan pengaduan masyarakat. 

Rancangan Keputusan dan/atau Instruksi hasil koreksi atau pertimbangan 

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diparaf oleh kepala 

biro yang rnempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat 

dan Pimpinan Unit Pengusul. 

Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan 

pengaduan masyarakat sebagaimana dimasud pada ayat (4) berhalangan, 

kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan 

masyarakat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat setingkat 

d ibawah nya. 

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibubuhkan pada setiap 

lembar/halaman rancangan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Kuasa 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dan/atau Instruksi pada 

kolom paraf yang telah ditentukan. 

Pasal 34 

Rancangan Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, Keputusan 

Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, dan/ atau Instruksi 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal 

DPR RI oleh Pimpinan Unit Pengusul untuk ditetapkan dan ditandatangani. 

Bagian Ketiga 

Penyusunan dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of 

Understanding), Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik 

Negara 
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Pasal 35 

Penyusunan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Perjanjian 

Keijasama dar/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara dapat diusulkan oleh 

Pimpinan Unit Pengusul sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan 

perinohonan dari pihak lain. 

Pasal 36 

Pimpinan Unit Pengusul sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34 mengajukan 

rancangan Perjanjian dan Nota Kesepahaman (Memorandum of 

Understanding) kepada kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum 

dan pengaduan masyarakat untuk dimintakan koreksi dan/ atau 

pertimbangan hukum, 

Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan 

pengaduan masyarakat memandang perlu untuk meminta penjelasan terkait 

dengan rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), 

Peijanjian Kerjasama dan/atau Peijanjian Sewa Barang Milik Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala biro yang mempunyai tugas di 

bidang hukum dan pengaduan masyarakat dapat melakukan koordinasi 

dengan Pimpinan Unit Pengusul. 

Rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Perjanjian 

Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah 

dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) se!anjutnya dilakukan 

koreksi dan/atau pertimbangan hukum oleh biro yang mempunyai tugas di 

bidang hukum dan pengaduan masyarakat. 

Hasil koreksi atau pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pad.a ayat 

(3) disampaikan kepada Pimpinan Unit Pengusul. 

Rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Perjanjian 

Keijasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang te!ah dikoreksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibahas bersama antara biro 

yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat, 

Pimpinan Unit Pengusul dan pihak lain yang terkait, 
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Rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Peijanjian 

Kerjasama dan/atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara yang telah dibahas 

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diparaf oleh kepala biro yang 

mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat, Pimpinan 

Unit Pengusul dan pihak lain yang terkait. 

Dalam hal kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan 

pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhalangan, 

kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan 

masyarakat dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat setingkat 

dibawahnya. 

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuhuhkan pada setiap 

Iembar/ halaman rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of 

Understanding), Perjanjian Kerjasama dan/atau Peijanjian Sewa Barang Milik 

Negara. 

Pasal 37 

Rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding), Perjanjian 

Keijasama dan! atau Perjanjian Sewa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 35 ayat (6) disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk 

rnenandatangani sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14. 

BAB VII 

PENOMORAN, PENDOKUMENTASIAN, PENGABSAHAN, DAN SOSIAIJISASI 

PRODUK HUKUM 

Pasal 38 

(1) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf b, 

huruf c, dan huruf d, diberikan penomoran oleb hiro yang mempunyai tugas 

di bidang hukun-i dan pengaduan masyarakat melalui bagian yang 

mempunyai tugas di bidang hukum. 
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(2) Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, huruf f, dan 

huruf g diherikan penomoran oIeh unit pengusul. 

Pasal 39 

Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, didokumentasikan oleh 

biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan masyarakat 

rnelalui bagian yang mempunyai tugas di bidang hukurn dan unit pengusul. 

Pasal 4() 

Kepala biro yang mempunyai tugas di bidang hukum dan pengaduan 

masyarakat mengabsahkan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 hurufb dan hurufc. 

Pengabsahan sebagairnana dirnaksud pada ayat(1) dicantumkan di bawah 

ruang tanda sebelah kiri bawah, yang terdiri dan "salman sesuai dengan 

aslinya" serta dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang dan cap 

instansi. 

Pasal 41 

Produk Hukum yang telah diabsahkan oleh Kepala biro yang mempunyai tugas 

di bidang hukum dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39 disampaikan kepada biro yang mempunyai tugas di bidang umum 

melalui melalui bagian yang mempunyai tugas di bidang tata persuratan. 

Pasal 42 

Sosialisasi Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, 

dilakukan oleh unit pengusul. 
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BAB VIII 

TEKNIK PENYUSUNAN PRODUI< HUKUM 

Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dilakukan dengan 

berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. 

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR 

RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI mi. 

Pasal 44 

Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI dan Keputusan Kuasa 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dilakukan sesuai dengan teknik 

penyusunan Keputusan Sekretaris JenderaI DPR RI dan Keputusan Kuasa 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dibuat dengan format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI mi. 

Pasal 45 

Penyusunan Instruksi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Instruksi 

yang dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI 

mi. 

Pasal 46 

Penyusunan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understcznding), Perjan.jian 

Keijasama, dan Perjanjian Sewa Barang Milik Negara dilakukan sesuai dengan 

teknik penyusunan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan 

Perjanjian yang dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan Sekretanis Jenderal 

DPR RI mi. 
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BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 47 

Pada saat Peraturan Sekretaris Jencleral DPR RI mi mulai berlaku Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pembentukan Produk Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak herlaku. 

Pasal 48 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 September 2017 

SEKRETARIS LJENDERAL, 

Achiiad Di ned, S.H., M.Hum. 
SIP, 195709111984031002 



LAMPIRAN I 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 

TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 

PRODUK HUKUM SEKRETARIAT 

LJENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

TEKNIK PENYtJSTJNAN PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI 

1. KERANOKA PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI 

A. JUDUL 

B. PEMBUKAAN 

Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

Jabatan pembent'uk peraturan perundang-undangan 

Konsiderans 

Dasar Hukum 

Diktum 

C. BATANGTUBUH 

Ketentuan Umurn 

Materi Pokok yang diatur 

Ketentuan Sanksi Uika diperlukan) 

Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) 

Ketentuan Penutup 

D. PENUTUP 

E. LAMPIRAN (jika diperlukan) 

II. SUSUNAN 

A. Kepala 

Bagian Kepala Peraturan terdiri dan: 

1. Kop naskah dinas, yang berisi logo Setjen dan BK DPR RI yang 

mencantumkan frasa "SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN 



KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA" yang diletakan secara simetris. 

2. Judul 

Judul Peraturan memuat keterangan mengenai: 

Jenis, yaitu PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 

PER WAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 

Nomor, aturan pemberian nomor Peraturan adalah sebagai 

berikut: 

nomor : menggunakan angka arab berurutan 

tahun : tahun terbit 

3. Nama Peraturan 

Contoh Judul Peraturan 

PERATU RAN 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR.... TAHUN..... 

TENTANG 

4. Nama Peraturan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi 

Peraturan. 

5. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan 

di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca. 

B. Pembukaan 

Pembukaan Peraturan terdiri dari hal-hal benikut: 

Frase DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA ditulis 

seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah 

margin. 

Nama jabatan pejabat yang menetapkan Peraturan, 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PER WAKILAN RAKYAT 

11 
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REPUBLIK INDONESIA, ditulis seluruhnya dengan huruf 

kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan 

tanda koma. 

3. Konsiderans diawali dengan kata "Me nimbang". 

Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-

pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan 

pembuatan Peraturan. 

Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, 

tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian 

kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. 

C. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan 

dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata 

"bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 

4. Dasar hukurn diawali dengan kata "Mengingat. 

Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan 

Peraturan dan peraturan perundang-undangan yang 

memerintahkan dan! atau berkai tan langsung dengan 

pembuatan Peraturan. 

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai 

dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang 

tingkatannya sama atau lebih tinggi. 

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang 

dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan 

pencanturnan penlu memperhatikan tata urutan peraturan 

perundang-undangan dan jika tingkatannnya sama 

disusun 	secara 	kronologis 	berdasarkan 	saat 

pengundangan atau penetapannya. 

Dasar hukum yang bukan UUD 1945 tidak perlu 

mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama 

judul peraturan perundang-undangan. 

Undang-Undang, Peraturan Pemenintah, dan Peraturan 

Presiden penlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran 



-4- 

Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lebaran Negara 

Republik Indonesia yang diletakkan di anatar tanda baca 

ku rung. 

f. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan 

perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan 

tanda haca titik koma. 

5. Diktum terdini dan: 

a. Diktum dimulai dengan kata "MEMUTUSKAN" ditulis 

dengan huruf kapital, diiiktui dengan kata "Menetapkan" di 

kin. 

b. kata "MEMUTUSKAN" yang ditulis seluruhnya dengan 

huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri 

dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah 

margin. 

c. kata "MENETAPKAN" yang dicantumkan sesudah kata 

"MEMUTUSKAN" disejajarkan ke bawah dengan kata 

"Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata 

"Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda baca titik dua. 

d. Nama yang tercantum dalam judul Peraturan dicantumkan 

lagi setelah kata menetapkan dan didahului dengan 

pencantuman jenis Peraturan, serta ditulis seluruhnya 

dengan huruf kapital dan diakhini dengan tanda baca titik. 

e. Substansi kebijakan yang ditetapkan, dicantumkan setelah 

kata "menetapkan" ditulis dengan huruf kapital. 

C. Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh Peraturan terdiri dan: 

Semua substansi peraturan perundang-undangan yang 

dirumuskan dalarn pasal-pasal. 

Substansi yang pada umumnya dikelompokan ke dalam: 

a. Ketentuan Umum; 
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Materi Pokok yang di atur; 

Ketentuan Sanksi (jika diperlukan); 

Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); 

Ketentuan Penutup. 

D. Penutup 

Bagian penutup Peraturan terdiri dan: 

tempat (kota sesuai dengan alarnat instansi) dan tanggal 

penetapan Peraturan. 

nama jabatan pejabat yang menetapkan, SEKRETARIS 

JENDERAL, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri 

dengan tanda baca koma. 

tanda tangari pejabat yang menetapkan Peraturan, 

narna lengkap pejabat yang menandatangani Peraturan, yang 

ditulis dengan huruf kapital. 

contoh: 

Nama tempat dan tanggal penetapan peraturan 

NAMA JABATAN, 

Tanda Tangan 

NAMA LENGKAP 

SEKRETARIS JENDERAL, 

Achmad D uned, S.F-I.. M.Hum. 
NIP. 1957 111984031002 



LAMPIRAN II 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN 	PER WAKILAN 	RAKYAT 

REPUBLIK 	INDONESIA 	NOMOR 20 

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN 

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN 

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI 

DAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARANIKUASA  PENGGUNA 

BARANG 

1. Kepala 

Bagian kepala Keputusan terdiri dan: 

Kop naskah clinas yang berisi logo Setjen dan BK DPR RI yang 

mencantumkan frasa "SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN 

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA" 

yang diletakkan secara simetris. 

Judul Keputusan 

Judul Keputusan memuat keterangan mengenai: 

a. Jenis Keputusan ditulis seluruhnya huruf kapital, yaitu: 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA; 

KEPUTUSAN 	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA 

PENGGUNA BARANG SATUAN KERJA DEWAN PADA 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA; 

KEPUTUSAN KUASA PENOGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA 

BARANG SATUAN KERLJA SEKRETARIAT PADA SEKRETARIAT 

JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. 
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b. Nomor 

1) Aturan pemberian nomor pada Keputusan adalah sebagai berikut: 

Nomor: menggunakan angka arab berurutan; 

SEKJEN; dan 

Tahun: tahun terbit. 

2) Aturan pemberian nomor pada Keputusan Kuasa Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah sebagai berikut: 

a) Nomor: menggunakan angka arab berurutan; 

b) Untuk Keputusan Kuasa Penggunan Anggaran/Kuasa 

Pengguna Barang: 

Satuan Kerja Sekretariat: KPA-SET 

Satuan Kerja Dewan: KPA-DEWAN 

c) Tahun : tahun terbit. 

3) Nama Keputusan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi 

Keputusan. 

4) Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di 

tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca. 

Contoh penomoran Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI: 

KEPUTUSAN 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR... /SEKJEN/2017 

TEN TANG 

Contoh 	penomoran 	Keputusan 	Kuasa Penggunan 

anggaran/Kuasa Pengguna Bararig 



- Contoh untuk Satker Sekretariat 

KEPUTUSAN 

KUASA PENOGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA 

BARANG 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR .... /KPA-SET/2017 

TENTANG 

- Contoh untuk Satker Dewan 

KEPUTUSAN 

KUASA PENGOUNA ANGGARAN/KUASA PENOGUNA 

BARANG 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

NOMOR. .. ]KPA-DEWAN/2017 

TENTANG 

Kata penghubung TENTANG, yang ditulis dengan huruf kapital. 

JUDUL Keputusan, ditulis dengan hurufkapital. 

Nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, SEKRETARJS 

JENDERAL DEWAN PER WAKI LAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda baca koma. 

Naina jabatan pejabat yang rnenetapkan Keputusan Kuasa 

Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Barang 
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Untuk Satker Sekretariat: 

KUASA PENGOUNA ANGGARAN/KUASA PENOGUNA BARANG 

SATUAN KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN 

KEARLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK 

INDONESIA, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda baca koma. 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG 

SATUAN KERJA DEWAN PADA SEKRETARIAT JENDERAL 

DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA, yang ditulis dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca koma 

2. Konsiderans 

Bagian konsiderans Keputusan terdiri: 

Kata 	menimbang, 	yaitu 	konsiderans 	yang 	memuat 

alasan / tujuan / kepentingan / pertimbangan tentang perlunya 

ditetapkan Keputusan. 

Jika koisiderans memuat lebih dari saw pokok pikiran, tiap-tiap pokok 

pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu 

kesatuan pengertian. 

Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan 

dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhini 

dengan tanda baca titik koma. 

Kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-

undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan. 

Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar 

dasar hukum Iebih dari satu, urutan pencantuman penlu 

memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan jika 

ditingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat 

pengundangannya atau penetapannya. 

Dasar hukurn yang bukan UUD 1945 tidak penlu rnencantumkan pasal, 

tetapi cukup mencantumkan nama judul peraturan perundang-

undangan. 
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Dasar hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan 

Peraturan Presiden perlu d ilengkapi dengan pencantuman Lembaran 

Negara Republik Jndonesia yang diletakkan di anatara tanda baca 

kurung. 

Jika dasar hukum memuat lebih daii satu peraturan perundang-

undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan 

seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. 

3. Konsiderans "Memperhatikarf' dapat dicantumkan apabila diperlukan. 

Hal-hal yang harus diperhatikan/menjadi karena berkaitan langsung 

dengan Keputusan yang dibuat. 

Jika memperhatikan memuat lebih dari satu, maka penulisannya 

diawali dengan angka arab 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan 

tanda baca titik koma. 

4. Diktum 

Diktum Keputusan terdiri dan: 

Diktum dimulai dengan kata "MEMUTUSKAN" ditulis dengan huruf 

kapital diikuti dengan kata "Menetapkan" di kin. 

Kata "Memutuskan" yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital di 

antara spasi dengan suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik 

dua serta diletakkan di tengah margin. 

Kata "Menetapkan" yang dicantumkan sesudah kata "Menimbang" dan 

"Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf 

kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua. 

Nama yang tercantum dalam judul Keputusan dicantumkan lagi 

setelah kata menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis 

Keputusan, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. 

Substarisi kebijakan yang ditetapkan, dicantumkan lagi setelah kata 

"Menetapkan" ditulis dengan hururf kapital. 
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6. Khusus untuk Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

penetapan status pegawai ditambahkan pernyataan sebagai berikut: 

"Salman" menunjukkan pejabat yang berhak, menerima salinannya; 

"Petikan" disampaikan kepada yang berkepentingan untuk 

dikeahui dan diperhatikan; dan 

"Salman" harus disahkan oleh Kepala Biro Hukum dan Pengaduan 

Masvarakat, ditandatangani langsung dan tidak boleh dengan tanda 

tangan cap. 

"Petikan Keputusan" harus disahkan oleh pejabat yang berwenang 

di bidang kepegawaian, ditandatangani langsung dan tidak boleb 

dengan tanda tangan cap. 

5. Batang tubuh 

1. Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh Keputusan sama 

dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi 

Keputusan d iurai kan bu kan dalam pasal-pasal, melainkan d iawali 

dengan bilangan bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga dan 

seterusnya. 

2, Penulisan diktum dicanturnkan sejajar dibawah kata menetapkan yang 

penyebutan rumusannya berdasarkan urutan angka arab, kata atau 

frasa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 

koma. 

3. Dalarn diktum juga dicantumkan saat berlakunya Keputusan, 

perubahan, atau pencabutan. 

4, Lampiran Keputusan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Keputusan. 

5. Pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang membuat 

Keputusan. 
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6. Penutup 

Bagian penutup terdiri dan: 

Tempat dan tanggal penetaparl Keputusan. 

Jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda haca korna, 

Tanda tangan pejabat yang menentukan Keputusan. 

Nama lengkap pejahat yang mcnandatanga.ni Keputusan ditulis 

seluruhnya d e ngan huruf kapital. 

SEKRETARJS JENDE PAL, 

AcjicunJLMHuni 

NIP. 195709111984031002 



LAM PIRAN UI 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR2O 

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN 

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN 

BADAN KEAHLIAN DEWAN 

PER WAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA 

TEKNIK PENYIJSUNAN INSTRUKSI 

A. Kepala 

Bagian kepala Instruksi terdiri dan: 

Kop Naskah Dinas yang berlogo Setjen dan BK DPR RI varna emas 

dan mencantumkan frasa SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN 

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK :NDONESIA, 

yang diletakkan secara simetris di tengah margin. 

Kata INSTRUKSI dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang 

ditulis dengan huruf kapital secara simetris. 

3, NOMOR Instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. 

Aturan pemberian nomor pada Instuksi adalah sebagai berikut: 

Nornor: menggunakan angka arab berurutan 

INST-SEKJEN 

Tahun Tahun terbit 

Contoh Nomor Instruksi 

NOMOR ... /INST-SEKJEN/... 

4. TENTANG 

Kata TENTANG, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris. 

Judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital secara sirnetris. 

( 

rj 



c. Nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis 

dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca 1oma secara 

simetris. 

Contoh judu[ iristruksi 

INSTRUKSI 

SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR.../INST-SEKJEN/2017 

TENTAN G 

B. Konsiderans 

Bagian konsiderans terdiri dan: 

Kata Menimbang, yang memuat latar belakang penetapan [nstruksi. 

Kata Mengingat, yang mernuat dasar hukum sebagai landasan 

penetapan InstruksL 

C. Batang Tubuh 

Bagian Instruksi memuat substansi instruksi. 

D. Penutup 

Bagian penutup Lnstruksi terdini dan: 

Tempat (kota sesuai dengan alamat instansi) dan tanggal penetapan 

Instruksi. 

Nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf 

kapital. dan diakhini dengan tanda koma. 

Tanda tangan pejabat yang rnenetapkan Instruksi. 

Nama Iengkap pejabat yang menandatangani ditulis dengan huruf 

kapital, dapat dicantumkan gelar, dan Nomor Induk Pegawai (NIP) 

pejabat tersebut. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

Achmted.S.H,.M.H um. 

4up. 195709111984031002 
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LAMPIRAN IV 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PER WAKI LAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR20TAHUN 

2017 TENTANG PEDOMAN 

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN 

KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

I. TEKNIK PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM of 

UNDERSTANDING) 

1) Kepala 

Bagian kepala terdiri dan: 

Logo Setjen dan BK DPR RI diletakan di sebelab kiri Kop Nota 

Kesepahaman sebagai Pihak Pertama, dan logo Pihak Lain yang akan 

membuat kesepahaman di sebelah kanan Kop Nota Kesepahaman 

sebagai Pihak Kedua. 

Nama pihak yang mengadakan Nota Kesepahaman. 

Judul Nota Kesepahaman. 

Nomor Pihak Pertama dan Nomor Pihak Kedua. 

2) Pembukaan 

Pernbukaan terdiri dan: 

Pernyataan han, tanggal, dan tempat penandatangan 

Identitas para pihak sebagai pihak yang terkait oleh Nota 

Kesepahaman. 

C) Keinginan para pihak. 

d) Pengakuan para pihak terhadap Nota Kesepahaman tersebut. 

Acuan terhadap ketentuan yang berlaku jika diperlukan). 

Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuan.g 

dalam pasal. 



b 

-2- 

3) Batang Tubuh 

Bagian batang tubuh Nota Kesepahaman memuat materi Nota 

Kesepahaman, yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal, paling sedikit 

meliputi: 

Tujuan; 

Lingkup Nota Kesepahaman; 

Pihak-pihak yang melaksanakan Nota Kesepahaman; 

Pelaksanaan Nota Kesepahaman; 

Pengaturan pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepahaman (jika 

diperlukan); dan 

fj Masa berlaku Nota Kesepaharnan. 

4) Penutup 

Bagian penutup Nota Kesepahaman terdiri dari nama penanda tangan para 

pihak yang mengadakan Nota Kesepahaman, jika dipandang penlu 

ditandatangani para saksi, dan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

2. TEKNIK PENYUSUNAN PERJANJIAN 

1) Kepala 
Bagian kepala terdiri dan: 

Logo Setjen dan BK DPR RI diletakan di sebelah kiri Kop Perjanjian 
sebagai pihak pertama, dan logo instansi dan/ atau sejenisnya yang 
akan bekerjasama di sebelah kanan Kop perjanjian Kerjasama 
sebagai pihak kedua. 

Nama pihak yang mengadakan Perjanjian. 

Judul Perjanjian, 

Nomor Pihak Pertama dan Nomor Pihak Kedua. 

2) Pembukaan 
Pembukaan terdini dan: 

Pernyataan han, tanggal, dan tempat penandatangan; 

Identitas para pihak; 

Penjelasan para pihak terhadap Peijanjian; 

Keinginan para pihak; 	 .4 



e) Penjelasan para pihak terhadap Perjanjian; 

f) Acuan terhadap ketentuan yang berlaku ijika diperlukan); 

g) Kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan yang tertuang 
dalam pasal-pasal 

3) Batang Tuhuh 

Bagian batang tubuh Perjanjian mernuat materi peijanjian, yang 
dituangkan dalam bentuk pasal-pasal: 

Bagian batang tubuh terdiri dan: 

Objek Perjanjian; 

Maksud dan Tujuan Perjanjian; 

Ruang Lingkup Perjanjian; 

Pengaturan pembiayaan pelaksanaan Peijanjian (jika diperlukan); 

Hak dan kewajiban Para Pihak; 

1) Pelaksanaan Perjanjian; 

g) Sanksi (jika diperlukan) 

h) Jangka Waktu Perjanjian; 

i) Berakhirnya Perjanjian; 

j) Force Mjeur/keadaan memaksa; 

k) Addendum; 

1) Penyelesaian perselisihan; 

Ketentuan lain-lain; 

Ketentuan Penutup. 

4) Penutup 

Bagian penutup Perjanjian terdini dari nama penanda tangan para pihak 

yang mengadakan perjanjian dan para saksi Ijika dipandang perlu), 

dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

AhdD'ned, S.H1Hum , 

N1P. 19570 111984031002 
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3. MENGUMPULKAN BAHAN DESAIN 

(16 Oktober 2019) 
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2. KONSULTASI DESAIN KE MENTOR 

(21-25 Oktober 2019) 
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Konsultasi Desain Ke Mentor, Kepala Bagian Hukum, dan Pegawai-

pegawal di Bagian Hukum 



3. MENDESAIN INFOGRAFIS 

(2 1-25 Oktober 2019) 



INFOGRAFIS ALUR PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN 



INFOG RAFtS ALUR PERMINTAAN PERTIMBANGAN HUKUM 

INFOORAFIS PERMINTAAN 

I 
IU 

l/IIM BAGIAN/BIDANCPENGUSUL 

n  ti  niembu it Nota Dinas kepida kARO/KAPIJS 

r 	untuk Permohorian Pei -timbangan Hukurn/ 
Leoal Opinion/Anal Hukum 

, 	KARO/KAPUSpengusuimenyampaikan 

/ 	 menggunakan Nota Dinas 

ke Bagian Hukuin 	

/ 

Membuat Pertimbangan Hukum 
/Legal Opinion/Analisa Hukum 
sepanjang data dukung Iengkap 	 Hasil Kajian/Pertimbangan Hukurn 

diserahkan kepada KEPALA BIRO HUKUM 
- Dalani 1;al data dukuny tidak !en9kap, 	 u ntuk ditandatangani sela nju tnya 
Unit Pençusul wajib melenykopi. 	 disampaikan kepada Bagian/Unit Pengusul 

melalui KARO/KAPUS pengusul. 

L 

BRDHUKUM e 
BIRO FIUKLJM men:buat disposisi 
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1. PENJADWALAN RAPAT 
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021)5715 423 / 5715 925, WEBSITE www.dpr.go.id  

Jakarta, 24 Oktober 2019 Nomor : 	 507/HK.01/10/2019 
Sifat : 	 Penttng 
Derajat : 	 Segera 
Lampiran : 	 -- 
Perihal : 	 Undangan 

YTH 

Kepala Bidang BDTI (Bidang Data &Teknologi Informasi); 
Pranata Komputer Muda; 
Pranata Komputer Pelaksana; 
Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum. 

JAKARTA 

Dengan hormat, disampaikan bahwa dalam rangka peningkatan layanan 
bagian hukum melalul pembuatan infografis pembentukan Surat Keputusan dan 
Permintaan Pertimbangan Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka Kami mengundang 
Saudara, untuk mcnghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada 

Hari/Tanggal 	Selasa, 29 Oktober 2019 
Pukul 	: 09.00 WIB — Selesai 
Tempat 	: Ruang BDTI (Bidang Data & Teknologi Informasi) 

Lantai II, Ged. Nusantara I DPR-RI 
Acara 	: Koordinasi mengenai upload infografis Pembentukan Surat 

Keputusan dan Permintaan Pertimbangan Hukum di Portal 
Setjen dan BK DPR RI 

Mengingat pentingnya acara tersebut maka Kami harapkan kehadiran Saudara pada 
acara dimaksud, atas perhatian dan keriasamanya  Kami ucapkan terima kasih. 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ARINI WIJAYANTI, SH, MH 
NIP. 197105181998032010 

Tembusan 
- Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; 



2. BERKOORDINASI DENGAN BDTI 

(29 Oktober 2019) 



Berkoordinasi dengan BDTI (29 Oktober 2019) 
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NIP. 199503052019031001 

SEKRETARIAT JENDI: R.t. ft\ BADAN KEAHLIAN 
DE\VAN PERWAKILAN RAK\ T REPUBLIK INDONESIA 

CATATAN HASIL RAPAT 

KOORDINASI UPLOAD INFOGRAFIS DI PORTAL DPR RI 

Hari 	 Selasa, 29 Oktober 2019 

Waktu 	: Pukul 09.00 WIB - selesai 

Tempat 	: Ruang BDTI (Bidang Data & Teknologi Informasi) 

Lantai II, Gedung Nusantara I DPR RI 

Acara 	: Koordinasi mengenai up/oad infografis Pembentukan Surat Keputusan dan 

Permintaan Pertimbangan Hukum di Portal Setjen DPR RI 

Peserta 	: 1. Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum 

Pranata Komputer Muda 

Pranata Komputer Pelaksana 

POKOK-POKOK PEMBAHASAN: 

Infografis pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan Pertimbangan Hukum diusulkan 

di upload pada Portal Setjen DPR RI dengan fitur Sub Menu baru yaitu Sub Menu 'Infografis". 

Bahwa pembuatan Sub Menu "Infografis" di Portal Setjen DPR RI tidak memungkinkan jika 

hanya berisi 2 konten dan sedikit mengganggu tampilan laman utama Portal Setjen DPR RI 

(Sub Menu semakin banyak). 

Penambahan Fitur Infografis dilakukan di dalam Sub Menu yang sudah tersedia di Portal 

Setjen DPR RI yaitu Sub Menu Template SK". 

Rancangan Infografis dikirim ke BDTI untuk Uji coba up/oad di Portal Setjen DPR RI. 

Acara ditutup pada pukul 11.30 WIB 

Jakarta, 29 Oktober 2019 



3. UPLOAD INFOGRAFIS KE PORTAL 

(30 Oktober 2019) 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

NOTA DINAS 
519 1HK11012019 

Kepada 	: Kepala Bidang Data & Informasi 

Dari 	Kepala Bagian Hukum 

Hal 	: Permohonan Upload Infografis di Portal Setjen & BK DPR RI 

Sehubungan derigan upaya peningkatan pelayanan informasi di 

Bagian Hukum, bersama mi kami sampaikan permohonan untuk 

merigunggah infografis Pembentukan Surat Keputusan dan Permintaan 

Pertimbangan Hukum ke dalam Sub Menu "Template SK" pada Portal 

Sekretaniat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. 

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan 

kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

Jakarta, 30 Oktober 2019 

Kepala Bagian Hukum, 

ARINI WIJAYANTI, S.H., M.H. 
NIP. 197105181998032010 



Upload Infografis (30 Oktober 2019) 
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1. TESTIMONI 

(24 Oktober 2019) 



Testimoni (1&4 November) 

1. Testimoni Kepala Bagian Administrasi Keuangan 
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2. Kepala Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi 



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN IV 
TAHUN 2019 

Nama 	: Alfian Fitra Rahman 	 Nama Coach: HenyWidyaningsih, S.Psi., M.Si 

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 
NIP. 	19950305201903 1 001 
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ditandatangani oleh Mentor 



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN IV 
TAHUN 2019 

Nama 	Alfian Fitra Rahman 	 Nama Coach: Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si 

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan KeahHan DPR RI 
MR. 	: 19950305201903 1 001 
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Kepala Bidang Pelaksanaan 
adalah pembimbingan yang 

	
Pusdikiat Setjen dan BK DPR RI 

ditandatangani oleh Coach 

Rusmanto, SH., MH 


